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 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada table berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain ̒ apostrof terbalik 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ̓̓ Apostrof 
ى ya Y Ye 
 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  ( ̓ ). 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَا fatḥah a A 
 اِا Kasrah i I 
 اُ ا ḍammah u U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَ  fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i 
 اَو fatḥah dan wau au a dan u 
 Contoh: 
 فيك : kaifa 




Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 اَ … /  اَا …. Fatḥah dan alif atau yā̓̓ ā a dan garis di atas 
  Kasrah dan yā ī i dan garis di atas 
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di atas 
 
 Contoh: 
 ت ام : māta 
 يمر : ramā 
 ميق : qīla 
 ت ومي : yamūtu 
 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkantā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭfāl 
 ةهض افنا ةىيدمنا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan 
ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : rabbanā 
اىيجو : najjainā 
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „duwwun 
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ؠـــــ), 
maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
يهع : „Ali (bukan „Aliyy atau „Aly) 
يبرع : „Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif lam 
ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-
,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak 
mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al- bilādu 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( „ ) hanya berlaku bagi hamzah 
yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di awal kata, ia tidak 
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عوىنا : al-nau‟ 
ءيش : syai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat 
yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim 
dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan 
bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis 
menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله هيد    dīnullāh  الله اب  billāh 
Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:  
الله ةمحر يف مه  hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital 
berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, 
digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari 
judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur‟ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) 
sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai 
nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad 
(bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid 
Abū) 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahū wa ta‟ālā 
saw.  : ṣallallāhu „alaihi wa sallam 
a.s.  : „alaihi al-salām 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafat tahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 






Judul :Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap 
Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 
1B Tahun 2011-2014) 
Skripsi ini berjudul tentang Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris 
Terhadap Kerukunan Keluarga (studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B). 
Dalam pembahasannya penulis menarik sebuah pokok permasalahan yaitu 
Bagaimana Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan 
Keluarga ? dengan Sub Masalahnya yaitu: Bagaimana Pandangan Hukum Islam 
Terhadap Kasus Penundaan Pembagian Keluarga?, dan bagaimana cara penyelesaian 
kasus penundaan pembagian harta warisan?. 
Adapun inti dari pembahasan ini adalah didalam Hukum Islam 
memerintahkan agar sesegera mungkin membagikan harta warisan yang ditinggalkan 
oleh pewaris apabila telah selesai diselenggarkan pengurusan Jenazah, agar supaya 
tidak terjadi penundaan pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan konflik  
internal oleh para ahli waris, banyak dampak negatif yang terjadi bila terjadi 
penundaan pembagian harta warisan dan hal ini bisa menjadi konflik yang 
berkepanjangan sebab memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses 
penyelesaiaannya, bila telah terjadi kasus penundaan pembagian harta warisan maka 
cara penyelesaian yang tepat adalah melalui lembaga litigasi yaitu Pengadila Agama, 
sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang bahwa pengadilan Agama adalah 
peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Undang-undang No.7 Tahun 1989 
pasal 1 ayat (1)). Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan,.Wasiat dan Hibah yang 
dilakukan berdasarkan Hukum Islam, c. wakaf dan Shadaqah 
Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan yang terjadi,diselesaikan secara 
litigasi menurut Hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama, karena 
penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Hukum yang berlaku, keputusan hakim 
pada pengadilan itu bersifat mengikat dan memaksa untuk dilaksanakan kepada para 
pihak yang bersengketa, serta cara penyelesaiannya juga berdasarkan hukum Islam 
yang telah dileburkan menjadi Kompilasi Hukum Islam yang disesuaikan dengan 
kondisi masyarakat Indonesia.  
 











 BAB I  
  PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Seorang manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai 
tempat dalam masyarakat dengan disertai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap 
orang lain dari masyarakat itu. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka tidak 
cukup dikatakan bahwa hubungan-hubungan hukum itu juga lenyap seketika itu. Oleh 
biasanya pihak-pihak yang telah di tinggalkan dari pihak yang meninggal tidak 
merupakan seorang saja atau sebuah barang saja. Oleh karena itu, mereka yang telah 
meninggal dunia masih berpengaruh langsung pada kepentingan-kepentingan dari 
berbagai orang lain di masyarakat. Selama masih hidup maka orang itu membutuhkan 
pemeliharaan jika tidak dikehendaki kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. 
Untuk melanjutkan pemeliharaan-pemeliharaan hak-hak tersebut tidak dapat 
dilakukan begitu saja tanpa melalui aturan-aturan tertentu, melainkan harus melalui 
prosedur yang berlaku sesuai dengan hukum.  
Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling 
baik, bijak, dan adil. Agama Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, 
baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara, seperti memindahkan hak 
milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisnya atau setelah dia 
meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa.  
Al-Qur‟an telah menjelaskan hukum-hukum waris dan ketentuan-ketentuan 
bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang legkap dan sempurna, tanpa 
meninggalkan bagi seseorang atau membatasi benda yangakan diwariskan.Al-Qur‟an 
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merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya dilengkapi 
dengan sunnah dan ijma‟. Tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an 
secara terperinci, seperti hukum-hukum waris.  
Islam sangat memperhatikan persoalan hukum waris ini, sehingga perlu 
dijelaskan terperinci dalam Al-Qur‟an karena hukum waris merupakan sarana pokok 
dalam hal pemilikan harta benda, sedangkan harta benda merupakan tulang punggung 
kehidupan individual maupun komunal. Dengan pembagian warisan yang benar, akan 
timbullah rasa tanggung jawab sosial dan akan terjadi pula siklus kenikmatan hidup. 
Sudah menjadi ketentuan Allah swt, bahwa setiap manusia dalam meniti 
perjalanan hidupnya di dunia akan melewati beberapa masa. Masa manusia dilahirkan 
kedunia ini, masa manusia ditakdirkan hidup setelah dilahirkan dan masa meninggal 
dunia, dalam waktu yang telah ditakdirkan pula oleh Allah swt, masa-masa  yang 
dilalui itu tidak lepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt, 
Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt,yang hidup di dunia ini, 
mempunyai peran ganda, peran ganda manusia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 
di dunia, yakni manusia berperan sebagai makhluk individu dan manusia berperan 
sebagai makhluk sosial. 
Sebagai makhluk sosial Ibnu Khaldun seorang filosof Islam yang sangat 
popule dan termuka mengatakan bahwa manusia memiliki tabiat sosial. Manusia 
harus memiliki hubungan sosial. Hubungan sosial itu merupakan sesuatu yang 
penting dalam kehidupan manusia. Jika hubungan sosial tidak terwujud hal-hal yang 





  Manusia selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan 
kemudian hidup berorganisasi, hidup bersama merupakan suatu gejala biasa bagi 
seorang manusia. Maka dari itu manusia saling membutuhkan satu sama lain. 
Meskipun manusia sadar akan saling ketergantungan antara mereka satu sama 
lain, tetapi tidak jarang diantara mereka menghiraukan hal tersebut. Mereka 
menganggap bisa melakukan hal sendiri tanpa ada bantuan  dari pihak lain asalkan 
mereka memiliki segalanya, dalam hal ini adalah harta. Salah satu yang menjadi 
sumber harta seseorang adalah warisan yang didapatkan dari sipewaris yang telah 
meninggal dunia. Namun perlu diketahui bahwa ahli waris itu bukan Cuma seorang 
saja, akan tetapi lebih dari satu, sebab setiap manusia di muka bumi ini memiliki 
keluarga besar. Oleh karena itu dalam pewarisan sudah menjadi ketentuan bahwa ahli 
waris itu pasti lebih dari satu orang, maka dari itu perlu diketahui siapa-siapa yang 
saja yang menjadi ahli waris yang berhak menerima warisan si pewaris. Agar tidak 
terjadi sistem kewarisan secara individual atau kolektif. Yang menyebabkan 
terjadinya penundaan pembagian harta warisan, dikutip dalam sebuah hadis.  
 ىلع ضئ ارفلا لها ينب لالما اومسقا ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر لاق لاق سابع نبا نع
 ركذ لجر لىا و لاف ضئارفلا تك رت امف الله باتك(ملسم هاور( 
Artinya : 
Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah saw., bersabda: Bagikanlah harta antara 
pemilik bagian tertentu menurut kitab Allah. Adapun kelebihannya, maka untuk 
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Ibnu Khaldun, Mukaddimah, Terj. Masturi Ilham et.al.(cet I; Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar,2011),h.69-71. 
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“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata,” Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, :” Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya (yaitu 6 
bagian yang diterangkan dalam Al-Qur‟an lengkap dengan yang berhak 
menerimanya) selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat. (ada perbedaan 
diantara para ulama tentang faedah penyebutan laki-laki dengan sifat kelaki-lakian 
dan kekerabatan; pengulangan sifat itu sebagai bentuk penguat ( ta’kid). Banyak 
sekali penjelasan tentang hal itu, akan tetapi faedahnya sedikit sekali. 
Bagian warisan yang telah ditentukan dalam Al-Qur‟an ada enam; 
1/2,1/4,1/8,1/3,1/6. Maksud dari ahli warisnya‟ adalah orang yang berhak 
mendapatkan bagian tersebut berdasarkan ketentuan dari Allah swt. Ibnu Baththal 
menerangkan bahwa : 
laki-lakiyangterdekatyang dimaksud adalah bila masih ada ashabah (ahli waris 
laki-laki yang berhak mendapatkan warisan tanpa ada ukuran tertentu) setelah 
ashabul furudh laki-laki (ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan Al-Qur‟an), 
maka sisa warisan itu hanya dibagikan kepada yang paling dekat urutan nasabnya 
dengan mayit dan tidak dibagikan kepada yang jauh urutan nasabnya dan jika mereka 
saling berbagi rata, dan bukanlah maksudnya kerabat laki-laki yang langsung 
berhubungan dengan pihak bapak atau ibu; karena tidak ada yang paling berhak 
diantara mereka terhadap si mayit jika mereka sama kedudukannya.
3
 
Ada beberapa kaidah prinsip-prinsip kewarisan Islam yang dikemukakan oleh 
pakar-pakar hukum Islam. Di antaranya. Mahmud Syaltu, Grand Syakh Al-Azhar 
yang menyebutkan lima dasar pembinaan hak-hak kewarisan dalam Islam terutama 
terkait dengan hak mendapatkan bagian kewarisan itu sendiri (Istihqaq al- irtsi), 
yaitu:  
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Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‟ani,Subulus Salam Jilid 2 (Jakarta Timur: Darus 
Sunnah Press. 2007), h.570. 
5 
 
1. Kewarisan didasarkan atas dua hubungan kekerabatan dan perkawinan 
(„alaqatay al-qarabah wa-al zaujiyyah). Kekerabatan meliputi: kekerabatan 
karena kelahiran orang tua dan anak. (al-aba wa-al-abna), dan kekerabatan 
persaudaraan dengan tiga seginya yakni saudara seibu dan seayah, saudara 
seayah dan saudara seibu. 
2. Pengabaian gender dalam pengertian tidak mempersoalkan jenis kelaki-lakian 
atau kebapakan (patrilinear) maupun atau keibuan (matrilinear), maupun 
pengabaian usia dalam artian tidak mempersoalkan apakah ahli waris itu 
kanak-kanak atau dewasa. 
3. Ahli waris garis keatas dan kebawah, yakni al-ushul dan al-furu, sama sekali 
tidak ada yang gugur apalahi digugurkan dari hak untuk mendapat warisan 
dalam keadaan apa dan kondisi bagaimanapun, meskipun dalam keadaan 
tertentu bisa jadi keberadaan ahli waris ini bisa mengubah bahkan mengubah-
ubah bagian (warisan) anatara yang satu denganyang lain. 
4. Pada dasarnya tidaka ada hak kewarisan bagi saudara-saudara laki-laki 
maupun saudara perempuan dengan sebab keberadaan kedua orang tua 
walaupun mereka menempati tempat ibu dengan hak perolehan 1/3 dan 1/6 
bagian. 
5. Manakala dalam kelompok ahli waris itu berkumpul laki-laki dan perempuan, 
maka ahli waris laki-laki memperoleh kelipatan dari bagian perempuan.
4
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Sejumlah ulama kontemporer apalagi ulama-ulama zaman klasik selalu menyertakan prinsip 
hak mendapatkan kewarisan karena hubungan pemerdekaan budak (al-wala‟) disamping karena 
kekerabatan dan terutama karena perkawinan. Dahulu, perbudakan memang diakui keberadaannya 
secara hukum; kini perbudakan itu dalam bentuknya yang bagaimanapun, karenanya maka mudah di 
mengerti manakala sebagai pakar hukum Islam diantaranya Mahmud Syaltut, tidak adalagi 




Hukum kewarisan Islam pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang 
pemindahaan hak pemilikan harta peninggalan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.
5
  Dari 
pengertian ini dapatlah diketahui bahwa subtansi dari hukum kewarisan islam ialah 
pengaturan tentang peralihan milik dari simayit (pewaris) kepada ahli warisnya.  
Umumnya Negara-negara Islam dan/atau Negara-negara berpendudukan 
mayoritas Muslim telah memiliki undang-undang yang mengatur hukum kewarisan 
(faraidh) sebagai bagian dari hukum keluarga secara utuh dan menyeluruh. Namun 
demikian, tidak sedikit masyarakat muslimyang sampai sekarang belum/ tidak 
memiliki undang-undang kewarisan, terutama di Negara-negara berpendudukan 
minorotas islam. Akibatnya hukum waris islam terutama dengan tekhnik pembagian 
dilakukan secara tradisional dalam pengertian  tidak melalui lembaga-lembaga resmi 
pemerintahan melainkan banyak juga yang dilakukan secara diam-diam melalui 
tokoh-tokoh personal tertentu terutama yang dianggap mengerti hukum islam dalam 
hal ini hukum faraidh. Bahkan juga di Negara-negara tertentu yang berpenduduk 
mayoritas muslim sekalipun. Termaksuk Indonesia yang sampai sekarang masih 
banyak daerah-daerah yang penerapan hukum waris (pembagian harta warisanya) 
tetap saja dilakukan dihadapan ulama, kiyai ustadz, tuan guru, dan/atau tokoh agama 
setempat dengan suasana sederhana dan kekeluargaan. Namun hal inilah yang bisa 
menimbulkan perselisihan antara ahli waris, sebab penetuan pembagian harta warisan 
hanya dilakukan secara adat, dimana hal ini bisa menimbulkan perselisihan 
dikemudian hari sesama ahli waris.  
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Kompilasi Hukum Islam, Buku II Pasal 171, huruf a. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian  
Penelitian ini perlu dibatasi oleh karena luasnya cakupan, baik dari segi objek 
penelitian, wilayah penelitian maupun waktu yang diperunakan sebagai berikut: 
a. Dari segi objek penelitian adalah putusan Hakim Pengadilan Agama 
Pinrang yang telah berkekuatan Hukum tetap dan Hakim yang berada di 
Pengadilan Agama Pinrang. 
b. Dari segi Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B 
yang berlokasi di Kab. Pinrang Provensi Sulawesi Selatan. 
c. Dari segi waktu / Periode yangakan direncanakan untuk diteliti adalah 
Putusan dari Tahun 2011-2014. 
2. Deskripsi Fokus  
Agar mempermuda dalam memahami skripsi ini  dan tmencegah terjadinya 
kekeliruan dalam menafsirkan maka akan dijelaskan mengenai judul skripsi yang 
akan dibahas. Judul skripsi yangakan dibahas yaitu:“Dampak Penundaan 
Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga” 
“Penundaan” adalah  proses, cara, perbuatan menunda.6 




“Kerukunan” adalah perihal hidup rukun; rasa rukun; kesepakatan. 
“keluarga” ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah. 
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Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi IV;Jakarta: 
PT.Gramedia Pustaka Utama,2011), h.1503 
7
Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,h.1556.. 
8 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 
pokok permasalahan yang akan diteliti serta dikaji yaitu :Bagaimana Dampak 
Penundaan Pembagian harta waris terhadap kerukunan Anggota keluarga? 
Adapun yang menjadi sub masalah yaitu : 
1. Bagaimana Hukum Islam Memandang kasus Penundaan Pembagian Harta 
waris ? 
2. Bagaimana cara penyelesaian kasus sengketa kewarisan yang telah 
tertunda pembagiannya? 
D. Kajian Pustaka  
Pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang “Dampak Penundaan Pembagian 
Harta Waris Terhadap Kerukunan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama 
Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)”, setelah menelusuri berbagai referensi maka 
penulis menemukan beberapa buku yang digunakan sebagai sumber informasi 
mengenai pembahasan skripsi ini:  
Buku Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai, Oleh Harija 
Damis yang telah mempelajari dan menganalisis harta warisan, yang diangkat di 
Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor Perkara 64/pdt.G/2006/PA. Pinrang, pada 
kasus ini ia memaparkan bagaimana seorang janda yang telah ditinggal mati oleh 
suaminya pada tahun 1946 dengan tujuh orang anak masing-masing dua anak orang 
perempuan dan lima orang anak laki-laki, satu orang anak kandung perempuan telah 
meninggal dunia pada tahun 1991 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 
seorang duda dan tujuh orang anak kandung. Salah satu orang anak laki-lakinya 
meninggal tahun 1990 dan meninggalkan empat orang anak.  
9 
 
Setalah pewaris meninggal dunia, seluruh harta warisan dikuasai oleh istri 
(Janda) pewaris bernama H.P. Rajeng. Sebelum meninggal pada tahun 1999, telah 
menyerahkan penguasaan harta warisan itu kepada masing-masing anaknya. Harta 
warisan yang ditinggalkan pewaris adalah:  
1. Tanah Kebun Seluas   : 91 are 
2. Tanah Perumahan Seluas  : 65 are 
3. Tanah Sawah Seluas    : 216,5 are 
Para penggugat tidak setuju dengan penyerahan dan atau pembagian yang 
telah dilakukan oleh H.P. Rajeng karena tidak sesuia dengan pembagian berdasarkan 
Hukum Kewarisan Islam.
8
 Hal itulah yang menyebabkan harta warisan pewaris 
disengketakan pada tahun 2006. 
Penggugat tiga orang, yakni terdiri dari anak-anak kandung pewaris. Tergugat 
dua orang, masing-masing satu orang anak kandung pewaris dan satu orang cucu 
kandung pewaris, turut tergugat adalah satu orang anak kandung pewaris, selebihnya 
yang sebelas orang adalah cucu pewaris dan satu orang anak istri dari anak kandung 
pewaris yang telah meninggal dunia. Dari posisi kasus diatas maka ditarik sebuah 
fakta pewaris sebagai berikut: 
a. Setelah pewaris meninggal dunia, penguasaan harta warisan beralih kepada 
jandanya (ahli waris karena hubungan perkawinan) dan dikuasai kurang lebih 
53 Tahun. 
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Pemabagian Harta Warisan yang dilakukan oleh istri (Janda) pewaris yang menguasai harta 
warisan selama lima puluh tahun disamping tidak berdasarkan hukum kewarisan Islam, juga tidak 
disetujui oleh semua ahli waris pewaris, sehingga dengan alasan tidak semua ahli waris setuju atas 
pembagian yang dilakukan itu menjadi penyebab disengketakan ke Pengadilan Agama. 
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b. Sebelum meninggal dunia, janda pewaris menyerahkan/ membagi kan harta 
warisan kepada anak-anaknya menurut kemauannya sendiri. 
c. Pembagian itu tidak disetujui sebagian ahli waris karena tidak sesuai dengan 
hukum kewarisan Islam. 
d. Tujuh tahun setelah Janda pewaris meninggal dunia, anak-anaknya yang tidak 
setuju atas pembagian tersebut mengajukan sengketa harta warisan ini ke 
Pengadilan Agama. 
e. Permasalahan utama Hingga terjadinya sengketa karena harta warisan tidak 
segera dibagi setelah pewaris meninggal dunia. 
f. Sengketa terjadi setelah 60 Tahun pewaris meninggal dunia. 
g. Pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah anak-anak kandung pewaris, 
cucu-cucunya dan satu orang menantu tuanya.  
Buku Fikih Sunnah oleh Sayyid Sabiq dalam buku ini menjelaskan bahwa 
masing-masing dari ahli waris itu memiliki bagian masing-masing sehingga tidak ada 
satu orang pun yang dapat menguasai harta warisan secara pribadi atau secara 
bersama, karena dapat menimbulkan konflik diantara sesama ahli waris dan 
merenggangkan tali persaudaraan diantara ahli waris, sebab dalam agama Islam itu 




Buku Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, dan Metode Praktis Penyelesaian 
Oleh Drs. H. Adnan Qohar, SH., Drs. H.A Choiri, SH, MH., dan Dr. H.M. Muchlis 
KS., M.Ag. mengatakan bahwa Hukum Islam Sebagai tatanan dalam hukum modern 
dan salah satu sistem hukum yang berlaku di dunia ini, subtansinya mencakup 
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Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Buku 12-13-14 (Bandung; PT. Alma‟arif,1987),h.252. 
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seluruh aspek kehidupan Manusia, dan sistem hukumnya mempunyai cirri khusus 
yang berbeda dengan sistem hukum lain yang berlaku di dunia ini. 
Dalam Buku Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf oleh Tim 
El-Madani sebab-sebab pemabgian warisan bergantung pada tiga hal, yaitu 
kekerabatan, hubungan suami istri dan kekuasaan (al-wala). Adapun kekerabatan atau 
nasab hakiki, Imam Hanafi menyebutkan Ar-Rahim, maka yang dimaksudkan adalah 
kekerabatan Hakiki. Yakni setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. Ini 
mencakup cabang-cabang (keturunan) si mayyit dan asal usulnya juga anak keturunan 
dari asal usul mayyit. Baik warisan itu dengan bagian saja seperti ibu atau dengan 
ashabah saja seperti saudara laki-laki, atau karena rahim seperti zawil arhaam.
10
 
Adapun hubungan suami istri atau nikah yang sah, yang dimaksudkan adalah 
akad yang sah, baik disertai menggauli istri atau tidak, ini mencakup suami dan istri. 
Jika salah seorang dari suami istri meninggal sebelum persetubuhan maka bisa 
mewarisi, karena keumuman dari makna ayat waisan antara suami istri. Juga karena 
Nabi Muhammad saw., memutuskan kasus Barwa‟ Binti Waasyiq dia mendapat 
warisan suaminya telah meninggal sebelum menyetubuhinya. Istri mewarisi 
suaminya jika dia masih dalam masa iddah talak raj’i sebab hubungan suami istri 
dalam talak raj’i masih eksis selama dalam masa iddah.11 
Adapun perempuan yang ditalak ba’in maka dia tidak bisa mewarisi meskipun 
pada masa iddah, jika suaminya mentalaknya dalam keadaan suaminya sakit keras 
karena menghindari pewarisan darinya inilah yang disebut dengan talak 
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Tim El-Madani,Tata Cara Pembagian Harta Waris dan Pengaturan Wakaf (cet I: 
Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2014),h.9. 
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Tim El-Madani, Tata Cara Pembagian Harta Warisan dan Pengaturan Wakaf, h.40. 
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penghindaran, maka istri mewarisinya. menurut Imam Hanafi jika si suami 




Dalam Buku Hukum Kewarisan suatu Analisis Komperatif pemikiran 
Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam oleh Drs. H. Amin Husain Nasution, M.A. 
mengatakan bahwa dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik 
yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah “Tirikah/Tirkah”. 




Dalam Buku Kiat-kiat Cerdas, mudah, dan Bijak memahami masalah Hukum 
Waris oleh Devita Purnamasari adalah konsep dasar pewarisan sesuai kompilasi 
Hukum Islam seperti halnya ketentuan umum dalam waris Barat, Peralihan, hak atas 
harta warisan baru terjadi pada saat pewaris meninggal dunia.
14
 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Membahas dan mengkaji bagaimana Hukum Islam memandang 
kasus penundaan pembagian harta warisan. 
b. Membahas dan mengkaji dampak akibat yang timbul akibat terjadi 
kasus penundaan pembagian harta warisan. 
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c. Membahas dan mengkaji serta memberikan penjelasan tentang 
bagaimana cara penyelesaian kasus penundaan pembagian harta 
warisan menurut hukum kewarisan Islam.  
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan 
ilmu hukum kewarisan Islam pada Khususnya, demi mencegah 
terjadinya konflik yang berkepanjangan diantara keluarga yang 
menjadi ahli waris, 
b. Kegunaan praktis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah untuk 









A. Tinjauan Teologi Normatif Pembagian Harta Warisan 
1. Berdasarkan Al-Qur’an 
a. QS. An-Nisa/4:7 
 ُوْنِم َّلَق اَّمّ َنُوبَر ْقَلأاَو ِناَدِلاَوْلا َكَر َت اَّ ِّمّ ٌبيِصَن ءاَسِّنِللَو َنُوبَر ْقَلأاَو ِناَدِلاَوْلا َكَر َت اَّ ِّمّ ٌبِيصَن ِلاَِجّرِّلل
﴿ ًاضوُرْفَّم ًابيِصَن َر ُثَك ْوَأ٧﴾ 
Terjemahnya: 
Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan parah kerabat, 
dan bagi wanita ada bagian dari harta-harta peninggalan ibu-bapak dan para kerabat, 
baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
18
 
1. Azbabul Nuzul 
Dalam riwayat ini dikemukakan bahwa kebiasaan kaum jahilia pada masa itu 
tidak memberikan harta warisan kepada anak wanita dan anak laki-laki yang belum 
dewasa. Ketika seorang Ansar bernama Aus bin Tsabit wafat dan meninggalkan dua 
orang putri serta seorang anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua anak 
pamannya, yaitu Khalid dan Arfathah yang menjadi asabat.
19
 Mereka kemudian 
mengambil semua harta peninggalannya, maka datanglah istri Aus bin Tsabit kepada 
Rasulullah saw, untuk menerangkan kejadian itu. Rasulullah saw, bersabda:” saya 
tidak tahu apa yang harus saya katakana,” maka turunlah ayat Q.S An-Nisa/4:7 
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Depertemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan (Solo: Tiga Serangkai),h.78. 
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Ahli waris yang berhubungan darah langsung dengan yang meninggal; ahli waris yang 
berhubungan dengan yang meninggal secara kerabat dari pihak bapak; ahli waris yang hanya 
memperoleh sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang medapat bagian tertentu 
(Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, h.89) 
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sebagai penjelasan tentang hukum waris dalam Islam.
20
 (diriwayatkan oleh Abusy 
Syaikh dan Ibnu Hibban didalam kitab al-fara’-idi (ilmu waris), dari Al-Kalbi, dari 
Abu Shalih, yang bersumber dari Ibnu Abbas) 
2. Tafsiran Ayat 
Setelah ditetapkan hak-hak khusus bagi orang-orang yang lemah, yakni anak 
yatim dan mas kawin wanita, pada ayat ini (Q.S An-Nisa/4:7) dijelaskan hak lain 
yang harus ditunaikan, dan dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat sering kali 
diabaikan, yaitu hak-hak waris. Dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang sebelumnya 
memerintahkan untuk menyerahkan harta kepada anak-anak yatim, wanita, dan kaum 
lemah, seakan-akan ada yang bertanya: “ Dari manakah wanita dan anak-anak itu 
memperoleh harta ?” maka, dapat diinformasikan dan ditekankan bahwa disini bagi 
anak laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan kerabatnya, 
ada hak berupa bagian tertentu yang akan diatur oleh Allah swt, setelah turunya ayat 
tentang ketentuan umum ini dari harta peninggalan ibu-bapak dan para kerabatnya.
21
  
Inilah yang menjadi prinsip umum yang diberikan Agama Islam kepada Kaum 
wanita sejak dahulu, yaitu hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki dilihat dari 
satu segi dan sebagaimana diberikan pula hak kepada anak-anak kecil yang dirampas 
hak-haknya dan dianiaya oleh kaum jahilia, hal ini dilakukan oleh kaum jahilia sebab 
mereka melihat seseorang dari nilai kerja dan aktivitasnya dalam berperang dan 
berproduksi. Maka, Islam dengan manhaj Rabbani-Nya, pertama-tama melihat 
manusia dari nilai kemanusiaannya, yang merupakan nilai asasi yang tidak dapat 
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lepas darinya dalam kondisi apapun, kemudian setelah itu melihat tugas-tugasnya 
riilnya dalam kalangan keluarga dan masyarakat.
22
 
Ketika mereka tidak memberikan harta peninggalan kepada wanita dengan 
alasan bahwa mereka tidak ikut berperang, secara khusus dan mandiri ayat ini 
menekankan bahwa bagi wanita, baik dewasa maupun anak-anak, ada juga hak 
berupa bagian tertentu. Agar tidak terjadi kerancauan menyangkut sumber hak 
mereka itu, ditekankan bahwa hak itu sama sumbernya dari perolehan lelaki, yakni 
dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat mereka. lebih jelas lagi persamaan hak 
itu, ditekankan sekali lagi bahwa, baik harta peninggalan itu sedikit atau banyak, 




b. QS. An-Nisa/4:11 
 نِإَو َكَر َت اَم َاُثل ُث َّنُهَل َف ِْيْ َتَن ْثا َقْو َف ءاَسِن َّنُك نَِإف ِْيْ َي َثُنلأا ِّظَح ُلْثِم ِرَكَّذِلل ْمُِكدَلاْوَأ فِ ُّللّا ُمُكيِصُوي
 نُكَي َّْلَّ نَِإف ٌدَلَو ُوَل َناَك نِإ َكَر َت اَّمّ ُسُدُّسلا اَمُه ْ ن ِّم ٍدِحاَو ِّلُكِل ِوْيَو ََبلأَو ُفْصِّنلا اَهَل َف ًةَدِحاَو ْتَناَك
 ٍنْيَد ْوَأ َاِبِ يِصُوي ٍةَّيِصَو ِدْع َب نِم ُسُدُّسلا ِو ُِّملأَف ٌةَوْخِإ ُوَل َناَك نَِإف ُثُلُّ ثلا ِو ُِّملأَف ُهاَو َبَأ َُوِثرَوَو ٌدَلَو ُوَّل
﴿ ًاميِكَح اميِلَع َناَك َّللّا َّنِإ ِّللّا َن ِّم ًةَضِيرَف ًاعْف َن ْمُكَل ُبَر ْقَأ ْمُهُّ يَأ َنوُرْدَت َلا ْمُُكؤانبَأَو ْمُُكؤَآبآٔٔ﴾ 
Terjemahannya: 
Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 
Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak 
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka 
ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; 
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jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya 
(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa`atnya bagimu. Ini adalah ketetapan 
dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
24
 
1. Asbabun Nuzul 
Dalam riwayat ini dikemukakan bahwa Rasulullah saw, disertai Abu Bakar 
berjalan kaki menegok Jabir bin‟ Abdillah sewaktu sakit karena di kampung Bani 
Salamah, ketika itu didapatkanya dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian 
Rasulullah meminta air untuk berwudhu dan memercikkan air kepadanya, sehingga ia 
sadar. Kemudian Jabir berkata: “ apa yang tuan perintahkan kepadaku tentang harta 
bendaku?” maka turunlah ayat ini (Q.S An-Nisa/ 4:11) sebagai pedoman pemabagian 
harta warisan. (diriwayatkan oleh Imam yang enam, yang bersumber dari Jabir bin 
„Abdillah).25 
2. Tafsiran Ayat 
Pada ayat yang lalu Q.S An-Nisa/ 4:7 merupakan pendahuluan tentang 
ketentuan untuk memberikan kepada setiap pemilik hak-hak sah mereka. Juga 
menegaskan bahwa anak hak untuk lelaki dan perempuan berupa bagian tertentu dari 
warisan ibu-bapak dan kerabat mereka yang akan diatur diatur oleh Allah swt, maka 
pada ayat ini memerincikan tentang ketetapan-ketetapan tersebut dengan menyatakan 
bahwa Allah mewasiatkan kamu, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian 
pusaka untuk anak-anak kamu, yang perempuan ataupun lelaki, dewasa ataupun 
anak-anak, yaitu: bagian seorang anak lelaki dari anak-anak kamu, kalau bersamanya 
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ada anak-anak perempuan, dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama baginya 
untuk memperoleh warisan,  
Setelah mendahulukan tentang hak-hak anak karena pada umumnya mereka 
lebih lemah dari orangtua, kini dijelaskan hak ibu bapak karena merekalah yang 
terdekat kepada anak.  
Firman-Nya: ( يْيثن لاا ظح لثم رك ذلل) lidzakari mitslu hazhzhi al-
untsayain/bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan mengandung penekanan pada bagian anak perempuan. Karena, dengan 
dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran untuk bagian anak lelaki, itu 
berarti, bahwa sejak semula seakan-akan sebelum ditetapkannya hak anak lelaki-hak 
anak perempuan telah terlebih dahulu ada. Bukankah jika kita mengukur sesuatu, 
terlebih dahulu anda harus memiliki alat ukur, baru kemudian menetapkan kadar 
ukuran sesuatu itu ? penggunaan redaksi ini adalah untuk menjelaskan bahwa anak 
perempuan memperoleh hak warisan, bukan seperti yang diberlakukan pada masa 
Jahiliah. 
Pemilihan kata  رك ذ) )   dzakar  yang diterjemahkan diatas dengan anak lelaki, 
dan bukan rajul yang berarti lelaki, untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadikan 
faktor penghalang bagi penerimaan warian karena kata dzakar dari segi bahasa berarti 
jantan, baik dewasa maupun anak-anak, binatang maupun manusia. Sedangkan kata   
(  ثن ايْي ) untsayain yang diterjemahkan dua anak perempuan. Bentuk tunggalnya 
adalah (ىثنا ) untsa yang berarti betina/ perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, 
binatang atau manusia. 
Firman-Nya: Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang 
anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi 
19 
 
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; penggalan ketentuan pembagian ini 
bukan berarti sikap pilih kasih berdasarkan jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin, 
akan tetapi, ketentuan ini justru menunjukkan keseimbagan dan keadilan, karena 
berbedanya beban tanggung jawab antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan 
keluarga dan dalam sistem sosial Islam, pasalnya seorang laki-laki menikah dengan 
wanita dan diberikan tanggung jawab mengenai kehidupan keluarga dan anak-
anaknya dalam semua hal, sementara istri hanya menyertainya saja dan terlepas dari 
beban tanggung jawab itu.
26
 
Pernyataan yang mengatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui apakah 
orang tua atau anak-anak yang lebih dekat manfaatnya, setelah menentukan 
perincian hukum waris menunjukkan bahwa nalar manusia tidak akan mampu 
mendapatkan hasil yang terbaik bila kepadanya diserahkan wewenang atau 
kebijaksanaan untuk menetapkan bagian-bagian warisan. Hal Ini juga sekaligus 
menunjukkan bahwa ada turunan-turunan agama yang bersifat (نىلما لوقعم )  ma’qul 
al-ma’na/ dapat dijangkau oleh nalar dan ada juga yang ( نىلما ل وقعم يرغ ) ghair 
ma’qul al-ma’na / tidak dapat dijangkau oleh nalar. Kedua hal ini didasarkan pada 
fitrah manusia, yakni bila fitrah manusia dalam hal yang berkaitan dengan materi 
petunjuknya tidak akan mengalami perubahan lagi atau kemampuannya akan 
mengantar mereka sampai kepada petunjuk yang dibutuhkannya,dalam kedua hal ini, 
Al-Qur‟an menghadirkan petunjuk terperinci.27  
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c. QS. An-Nisa/4: 12 
 ِدْع َب نِم َنَْكر َت اَّمّ ُُعبُّرلا ُمُكَل َف ٌدَلَو َُّنَلَّ َناَك نَِإف ٌدَلَو َُّنَّلَّ نُكَي َّْلَّ نِإ ْمُكُجاَوْزَأ َكَر َت اَم ُفْصِن ْمُكَلَو
 اَّمّ ُنُمُّثلا َّنُهَل َف ٌدَلَو ْمُكَل َناَك نَِإف ٌدَلَو ْمُكَّل نُكَي َّْلَّ نِإ ْمُتَْكر َت اَّمّ ُُعبُّرلا َُّنَلََّو ٍنْيَد ْوَأ َاِبِ َيِْصُوي ٍةَّيِصَو
 ِّلُكَِلف ٌتْخُأ ْوَأ ٌخَأ ُوَلَو ٌةَأَرْما وَأ ًةََللاَك ُثَرُوي ٌلَُجر َناَك نِإَو ٍنْيَد ْوَأ َاِبِ َنوُصُوت ٍةَّيِصَو ِدْع َب نِّم مُتَْكر َت
 ْوَأ َاِبِ ىَصُوي ٍةَّيِصَو ِدْع َب نِم ِثُلُّ ثلا فِ ءاََكرُش ْمُه َف َكِلَذ نِم َر َثْكَأ ْاَو ُناَك نَِإف ُسُدُّسلا اَمُه ْ ن ِّم ٍدِحاَو
﴿ ٌميِلَح ٌميِلَع ُّللّاَو ِّللّا َن ِّم ًةَّيِصَو ٍّرآَضُم َر ْ يَغ ٍنْيَدٕٔ﴾ 
Terjemahnya: 
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai 
anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 
anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari 
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 
(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu 
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari`at yang benar-benar dari Allah, dan 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
28
 
1. Asbabun Nuzul 
Dalam riwayat ini dikemukakan bahwa Rasulullah saw, disertai Abu Bakar 
berjalan kaki menengok Jabir bin „Abdillah sewaktu sakit karena di kampung Bani 
Salamah. Ketika didapatkannya tidak sadarkan diri, kemudian Rasulullah saw, 
meminta air untuk berwudhu dan memercikkan air kepadanya, sehingga ia sadar, lalu 
Jabir berkata: “ apa yang Rasulullah perintahkan kepadaku tentang harta bendaku ?” 
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maka turunlah ayat ini (Q.S An-Nisa/ 12) sebagai pedoman pembagian harta waris.
29
 
(diriwayatkan oleh imam yang enam, yang bersumber dari Jabir bin „Abdillah) 
2. Tafsiran Ayat 
Setelah membahas tentang bagian anak dan ibu bapak pada ayat 11 maka pada 
ayat 12 ini menjelaskan bagian mereka yang berhubungan yang berdasarkan 
keturunan, di sini dijelaskan pertama adalah suami, karena gen suami yang 
menentukan jenis kelamin anak, baru setelah itu istri menerima benih anak dari 
suami. Setelah selesai penjelasan tentang ahli waris yang tanpa perantara lagi 
memiliki hubungan pernikahan, ayat 12 ini ditutup dengan penjelasan tentang ahli 
waris yang dengan perantara yaitu kalalah,  kalalah adalah tidak meninggalkan ayah 
dan tidak meninggalkan anak.  
Nash-nash ini begiti jelas dan cermat, suami mendapatkan separuh harta 
peninggalan istrinya jika si Istri meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak 
laki-laki atau wanita, adapun jika ditinggalkan anak seorang ataupun lebih maka 
Duda mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan istrinya, anak-
anaknyalah yang menjadikan berkurangnya bagian Duda.
30
 
Setelah menjelaskan bagian suami, kini dijelaskan bagian isteri, yaitu para 
isteri, baik suami bermonogami atau berpoligami, yakni baik isteri suami yang 
meninggal itu seorang diri maupun empat orang, maka kamu semua memeroleh 
seperempat harta kamu, istri mewarisi seperempat peninggalan suami jika suami 
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wahai suami, tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak dari salah seorang 
diantara isteri-isteri kamu itu, yang seperempat itu dibagi secara rata tanpa 
membedakan isteri pertama dengan yang lain. Jika kamu mempunyai anak kamu 
mempunyai anak yang tidak terhalangi oleh apapun untuk mendapat warisan, maka 
para isteri memeroleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sebagaimana 
ketentuan pembagian yang disebut bila mereka mendapat seperempat. Warisan yang 
kamu tinggalkan baru dapat dibagikan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu, wahai 
para suami, buat atau sesudah dibayar utang-utang kamu.
32
 
d. Surah An-Nisa ayat 33 
 َناَك َّللّا َّنِإ ْمُه َبيِصَن ْمُىُوتَآف ْمُُكنَاْيَْأ ْتَدَقَع َنيِذَّلاَو َنُوبَر ْقَلأاَو ِناَدِلاَوْلا َكَر َت اَّمّ َلِاَوَم اَنْلَعَج ٍّلُكِلَو
﴿ ًاديِهَش ٍءْيَش ِّلُك ىَلَعٖٖ﴾ 
Terjemahnya:  
Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan 
karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang 
kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka 
bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
33
 
1. Asbabun Nuzul 
Dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa Dawud bin al-Hushain membacakan 
ayat  ْمُُكنَاْيَْأ ْتَدَقَع َنيِذَّلاَو  (…dan jika ada orang-orang yang kamu telah mengadakan 
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perjanjian dengan sumpah kamu…) kepada Ummu sa‟d binti ar-Rabi‟ yang tinggal 
dirumah Abu Bakr, akan tetapi Ummu Sa‟d berkata :” salah, bukan demikian! 
Hendaknya kamu baca,  ْمُُكنَاْيَْأ ْتَدَقَع َنيِذَّلاَو (… dan jikaada orang-orang yang kamu 
telah bersumpah setia dengan mereka…) karena ayat ini (Q.S An-Nisa/4:33) turun 
berkenaan dengan peristiwa yang dilakukan oleh Abu Bakr yang bersumpah bahwa ia 
tidak akan memberikan warisan kepada anaknya yang tidak mau masuk Islam, dan 
setelah anaknya masuk Islam, maka diperintahkan untuk diberi warisan sesuai dengan 
ayat tersbut.
34
 (diriwayatkan oleh Abu Dawud didalam sunan-Nya dari Ibnu Ishaq, 
yang bersumber dari Dawud bin al-Hushain) 
2. Tafsiran Ayat 
pada ayat ini diingatkan bahwa setiap harta peninggalan dari harta yang 
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, maka dijadikan pewaris-pewarisnya, seperti 
anak, istri dan orangtua, apabila ada orang-orang yang telah kamu bersumpah setia 




e. Surah An-Nisa ayat 176 
 َكَر َت اَم ُفْصِن اَهَل َف ٌتْخُأ ُوَلَو ٌدَلَو ُوَل َسَْيل َكَلَى ٌؤُرْما ِنِإ ِةََللاَكْلا فِ ْمُكيِتْف ُي ُّللّا ِلُق َكَنوُتْف َتْسَي
 ءاَسِنَو ًلااَِّجر ًةَوْخِإ ْاُوناَك نِإَو َكَر َت اَّمّ ِنَاُثلُّ ثلا اَمُهَل َف ِْيْ َتَن ْثا اَت َناَك نَِإف ٌدَلَو َا َّلَّ نُكَي َّْلَّ نِإ اَه ُِثَري َوُىَو
﴿ ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب ُّللّاَو ْاوُّلِضَت نَأ ْمُكَل ُّللّا ُ ِّيْ َب ُي ِْيْ َي َثُنلأا ِّظَح ُلْثِم ِرَكَّذلَِلفٔ٧٦﴾ 
Terjemahnya: 
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan 
ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya 
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yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang 
laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai 
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga 
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu 
terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara 
laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan 
(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu. 
1. Asbabun Nuzul 
Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah saw, menengok 
Jabir yang sedang sakit, Jabir kemudian berkata: “ Ya Rasulullah! Bolehkah saya 
berwasiat memberikan sepertiga hartaku untuk saudara-saudaraku yang perempuan.” 
Rasulullah saw, kemudian bersabda:”baik” ia berkata lagi: “ kalau setengahnya?” 
beliau menjawab:”baik pula”. Kemudian Rasulullah pulang, dan tidak lama 
kemudian, beliau datang lagi ke rumah Jabir dan bersabda: “aku kira kamu tidak akan 
mati karena penyakitmu ini, dan Allah swt, telah menurunkan ayat kepadaku, yang 
menjelaskan pembagian waris bagi saudara-saudara perempuan, yaitu sebesar 
duapertiga.
36
 (diriwayatkan oleh An-Nasai dari Abuz Zubair yang bersumber dari 
Jabir). 
2. Tafsiran ayat 
Pada ayat ini tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya yaitu Q.S An-
Nisa/4:175, tetapi ayat ini ditempatkan diakhir karena ayat ini turun setelah turunnya 
ayatt-ayat yang lalu dan juga ada hubungan persamaan uraian tentang kalalah yang 
disebutkan pada awal surah ini yaitu ayat 12.  
Lengkaplah bagian terakhir masalah kewarisan kalalah, ayat kewarisan dan sekaligus 
surat terakhir ini diakhiri dengan komentar qur‟ani dengan mengembalikan segela urusan 
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kepada Allah swt, dan menghubungkan antara pengaturan hak dan kewajiban harta dan 
nonharta dengan apa yang disyariatkan Allah” Allah menerangkan (hukum ini) kepdamu, 
supaya kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa/4:176)37 
Al-Biqa‟I menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lalu dengan menyatakan 
bahwa Allah swt., tidak menyebut pada ayat yang lalu sanksi atas kelompok 
pembangkang dan menempatkan pada tempatnya salah satu hukum kewarisan awal 
surah dan salah satu tujuan utama surah ini. Allah menguraikan hukum ini tanpa 
menggunakan huruf (و) wauw/ dan untuk menunjukkan betapa eratnya hubungan 
antara ayat ini dan ayat yang lalu.  
Diatas, terbaca bahwa kalalah adalah seseorang yang meninggal dunia tidak 
meninggalkan anak dan ayah. Memang, teks ayat hanya menyebutkan tidak 
mempunyai anak, tetapi pemahaman mayoritas Ulama kalau enggan berkata ijma’ 
(kesepakatan) semula  ulama menambahkan pula “ayah”. seandainya salah seorang 
dari orang tua masih hidup, tentu saja bagiannya disebut dalam rangkaian ayat ini, 
tetapi ternyata disini tidak disinggung sedikit pun. Dengan demikian, kalalah  adalah 




Inilah yang menjadi inti yang meliputi segala sesuatu tentang urusan warisan, 
nonwaris, hubungan keluarga dan masyarakat, hukum dan peraturan-peraturan, 
tinggal manusia apakah mereka mengikuti keterangan (hukum) Allah dalam semua 
urusan ataukah memilih kesesatan, hanya ada dua jalan bagi kehidupan manusia, 
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tidak ada yang ketiga, yaitu jalan keterangan Allah swt yang berupa petunjui dan 
jalan lain yang berupa kesesatan. Maha Besar Allah dengan Segala Firmannya.
39
 
2.Berdasarkan Hadis-Hadis Nabi Muhammad saw. Tentang Kewarisan 
 َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله َّىلَص ِالله لْوُسَر َل َاق اَمُه ْ نَع الله َيِض َر ٍس اَّبَع ِنْبا ْنَع : َِأب َضِئا َرَفَْلاا ْوُِقْلَْأ
اَهِلْى , ٍرَك َذ ٍلُج َر  َ ْو َِلأ َوُه َف َيَِقب اَمَف .( ِويَلَع  ٌَفَّ تُم) 
Artinya: 
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, “ Rasulullah saw, Berikan 
bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling 
terdekat” (Muttafaq Alaihi). 
Penjelasan  Hadist 
“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya (yaitu 6 bagian yang 
diterangkan dalam Al-Qur‟an lenkap dengan yang berhak menerimanya) selebihnya 
adalah milik laki-laki yang paling terdekat (ada perbedaan diantara ulama tentang 
faedah penyebutan laki-laki dengan sifat kelaki-lakian dan kekerabatan; pengulangan 
sifat itu sebagai bentuk penguat (ta‟kid). Banyak sekali penjelasan tentang hal itu, 
akan tetapi faedahnya sedikt sekali).
41
 
 َلَاق َمَّلِس َو ِوْيَلَع ُالله َّىلَص َّبَِّنلا َّنَأ الله َيِض َر ٍدْي َز ُنْب َةَم َاَس ُأ ْنَع : َو َرِف اَكَْلا ُمِلْسُمَْلا ُث َِِري َلا
 ُمِلْسُمَْلا ُرِف اَكَْلا ُث َِري َلا .( ِوْيَلَع  ٌَفَّ ُم) 
Artinya:  
Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Muhammad saw, 
bersabda, “ Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak 
mewarisi harta orang muslim. “ (Muttafaq Alaihi) 
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Mu‟adz berhujjah, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah saw, bersabda, 
“Islam itu bertambah dan tidak berkurang”43 diriwayatkan oleh Abu Dawud dan di 
Shahihkan Al-Hakim.  
Musaddad meriwaytkan bahwa dia pernah melihat dua orang Muslim dan 
Seorang Yahudi yang berselisih minta penyelesaian kepada Mu’adz tentang masalah 
warisan sepeninggal bapak mereka yang beragama Yahudi; sebab semua warisan itu 
diambil oleh anaknya yang beragama yahudi, lalu Mu’adz menghakimi dengan 
memberikan warisan kepada yang muslim. 
Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan Hadist dari Abdullah bin Ma‟qal berkata,      
“ sungguh aku tidak pernah pernah melihat keputusan tentang warisan yang lebih 
bagus dari apa yang telah dilakukan oleh Mu‟awiyah. Ia memberikan hak warisan 
kepada yang muslim walaupun yang meninggal adalah seorang ahli kitab, tetapi 
mereka tidak bisa mewarisi dari kami yang muslim; sebagaimana kita dihalalkan 
menikahi wanita ahli kitab tetapi tidak sebaliknya.”44 Jumhir ulama membantah 
semua hujjah tersebut dengan mengatakan, bahwa hadist yang disepakati 
keshahihannya menegaskan tentang larangan mewarisi harta waris non muslim. 
Sementara hadist yang bersumber dari Mu‟adz bukan merupakan dalil yang 
mengistimewakan seorang muslim atas yang lainnya, melainkan sebagai 
pemberitahuan bahwa agama Islam lebih utama daripada agama lainnya. Karena 
Islam adalah agama yang senantiasa bertambah dan tidak berkurang.
45
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 ٍتِْنب ْفِ ُوْنَع ُالله َيِض َر ٍدوًعْسَم ُنْبا  ْنَعَو , ٍنْبا ِتٍْنب َو , ٍتْخُأ َو . َمَّلَس َو ِوْيَلَع الله َّىلَص ُّبَِّنلا َضَق
 ُفْصِنَْلا ُةَن ْبِلا , ًس ُدُّسَْلا ِنْب ِلاا ُةَن ْبِلا َو– ِْيْ َُثل ُثَْلا ًةَلِمْكَت  - ِتًخ ُلأْلَِلف َيَِقب َام َو .( ِر اَخُبَْلا ُهاَوَر
 ُّي). 
Artinya:  
Dari Ibnu Mas‟ud Radhiyallahu Anhu tentang bagian warisan anak perempuan, 
cucu perempuan, dan saudara perempuan. Rasullah saw, menetapkan untuk anak 
perempua mendapatkan setengah, cucu perempuan seperenam sebagai penyempurna 
(bagian) dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan. (H.R. Al-
Bukhari). 
Penjelasan Hadis 
Hadist diatas menjelaskan, bahwa bila berkumpul antara saudara perempuan, 
anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki simayit, maka saudara 
perempuan menjadi ashabah. Hal ini sudah disepakati apabila saudara-saudara 
perempuan berkumpul dengan anak-anak perempuan, maka kedudukannya menjadi 
ashabah. Sedangkan Abu Musa berfatwa, bahwa saudara perempuan mendapatkan 
bagian setengah. Lalu Abu Musa menyuruh si penanya tersebut untuk bertanya 
kepada Ibnu Mas‟ud maka Mas‟ud menetapkan  sebagaimana yang ditetapkan oleh 
Rasulullah perkara seperti itu. Lalu Abu Musa berkomentar, “Janganlah kalian 
bertanya kepadaku, selagi sang alim (Al-habr) ini berada diantara kalian.” 
Abu Ubaid menerangkan, makna al-habr seorang alim yang pintar 
memberikan jawaban solutif. Ada juga yang mengatakan, dijuluki dengan demikian 
karena banyaknya ilmu yang diwariskan kepada generasi setelahnya.
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 َلَاق و ٍرْمَع ِنْب الله ِدْبَع ْنَع  ْنَع َو : َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله ىلَص الله لوُسَر َلَاق : ُلىَأ ُثِر اَو َت َي لا
 ِْيْ َتَّلِم . َّي ِذِم ِّْللا َّلاِا ُةَعبْرَلأ اَو َدَْأأ ُهاَوَر, َةَم َاسُأ ِظْفِلب ُمِك َاْلْا ُوج َرْخَأ َو  . ُّيئ َاسَّنلا ىَوَرَو
 ِظَفْللا اَذِبِ َةَم اسُأ َثيِدَح. 
Artinya: 
Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah saw, bersabda, “ 
tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan Agama.” (H.R. Ahmad, Al-Arba‟ah 
kecuali At-Tirmidzi.(H.R Ahmad, Al-Arba‟ah kecuali At- Tirmidzi. H.R Al-Hakim 
dengan lafadz dari Usamah. H.R An-Nasai meriwayatkan dari Usamah dengan 
Lafadz seperti ini). 
Penjelasan Hadist :  
Hadist diatas menunjukkan bahwa tidak bisa saling mewarisi antara penganut 
agama yang berbeda dengan orang kafir, atau antara Islam dengan dua agama yang 
berbeda adalah seperti agama Islam dengan agama  kafir (Non-Islam), maka hal ini 
sejalan dengan hadist Nabi yang menyatakan,” Orang Muslim tidak mewarisi harta 
orang kafir.” Mereka menambahkan, adapun selain agama Islam (kafir) mereka bisa 
saling mewarisi walaupun berbeda-beda; berdasarkan ketetapan Islam.
51
 
 َلَاق َبِرَكَي ْدَعِم ُنْب ِماَدَقِمْلا ْنَع َو : ْمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص الله ُلْوُسَر َلَاق : لا ْنِم ًث ِراَو ُل َالخا
 ُوَل َث ِراَو . َّيِذِْم ِّلْلا ىَوِس ُةَع َب ْرَلأاَو ُدَْأَأ ُوَج َرْخَأ : ُمِك ِالْا ُوَحَّحص َو ي زِاّرلا َةَع رزُوبأ ُوْنَسَح َو
 َن اَّبَح ُنْباَو . 
Artinya:  
Dari Al-Miqdam bin Ma‟di karib berkata, “ Rasulullah saw, bersabda, “ Paman 
(dari pihak ibu) menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris.” (HR. Ahmad 
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An-Nasa‟I dalam kitab Al-Kubra (4/82) 
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Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‟ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, 
h.573. 
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dan Al-Arba‟ah kecuali At-Tirmidzi. Hadist ini derajatnya hasan menurut Abu Zar‟ah 
Ar-Razi, dan Shahih menurut Al-Hakim dan Ibnu Hibban). 
Penjelasan Hadist: 
Hadist diatas menunjukkan bahwa paman (dari pihak ibu) mendapatkan harta 
waris apabila tidak ada ahli waris si mayit, baik dari pihak ashabah maupun ashabul 
furudh (ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu), dan paman (dari pihak ibu) 
termaksud dzawil arham (pertalian kekerabatan karena kesatuan rahim).
53
 
 ْنَع  َلَاق َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله َّىلَص ِّبَِّنلا ِنَع ُوْنَع ُالله يضَر ٍرِب اَج  : َثِرَو ُد ْوُل ْوَمْلا َّلَه َتْسا اَذِا .( ُهاَوَر
 َدُواَد ْو ُبَأ ,َزنَّابِح َّ ُنْبا ُوَحَّحَصَو  
Artinya:   
Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah saw, bersabda “ Apabila anak 
yang lahir menangis, ia sudah menjadi ahli waris.” (HR. Abu Dawud dan di 
Shahihkan oleh Ibnu Hibban).  
Penjelasan Hadist: 
Ibnu Al-Atsir berkata, “bayi  yang lahir dikatakan hidup bila dia menangis.” 
Tangisan merupakan bentuk kinayah bahwa ia telah lahir dalam keadaan hidup, atau 
dia tidak menangis tapi terdapat tanda-tanda kehidupan padanya.
55
 
 َلَاق ِه ِّدَج ُنَع ٍبْيَعُش ِنْب و ُرْمَع ْنَع : َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله لْوُسَر َلَاق : َاقِْلل َنِم ِِلِت اَقِْلل َسَْيل
 ِ َْْفر اَّدلاو ُّيئ اسَنلا ُهاَوَر ز ٌْيَش َثاَر ْ يِلما َنِم ِلِت, ِِّللا ِدُبَع ُنْبا ُهاَّو َقَو . َّيئ اسَّنلا َوَّلعَأ َو , ُباَوَّصلا َو
و ٍرْمَع َىلَع ُوُف ْقَو. 
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Dari Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw, 
bersabda,” pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun dari yang dibunuh.” (H.R. 
An-Nasa‟I dan Ad-Daraquthni, dan dikuatkan Ibnu Abdil Bar. Hadist ini ma‟lul 
menurut An-Nasa‟I dan sebenarnya hadist ini mauquf pada amar). 
Penjelasan Hadist 
Hadis diatas mempunyai banyak syahid (hadis pendukung) sehingga tetap 
diamalkan sesuai dengan pengertiannya secara umum. 
Imam Syafi‟I, Abu Hanifah dan pengikutnya serta kebanyakan ulama lainnya 
berpendapat bahwa si pembunuh tidak mendapatkan warisan dan juga bagian dari 
diyat, dengan tidak membedakan antara pembunuhan sengaja atau tidak. Sementara 
Al-Hadawiyyah dan Imam Malik berpendapat: jika pembunuhan terjadi tidak sengaja; 
maka dia masih mendapatkan warisan tapi tidak mendapatkan bagian diyat. 
Sedangkan tidak ada dalil yang menetapkan hukuman berbeda bagi pelaku 
pembunuhan dari aspek sebab-musababnya.
57
 
 َلَاق ِب ا ِلخا ِنْب ُرًمُع نع : ُلْوُق َي َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص الله ُلْوُسًر ُةْع َِسَ : ْوَأ ُدِلاَولا َزَرْحأ اَم
 َن َاك ْنَم ِوِتَبَصَعِل َوُه َف ُدِلاَوْلا . ْوَج َام ُنْباَو ُّيئ َاسَّنلاو َدًواَد ْو ُبأ ُهاَوَر , ُنْبا َو  ِْيِدَمْلا ُنْبأ ُوحَّحَص َو
 ِّلْلا ُدْبَع. 
Artinya: 
Dari Umar bin Al-Khaththab r.a. berkata, “ Aku mendengar Rasulullah saw, 




                                                          
57
Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‟ani, Subulus Salam Syarah Bulughul 
Maram,h.580. 
58




Hadist diatas adalah dalil yang menunjukkan bahwa wala’ tidak bisa 
diwariskan kepada ahli warisnya, namun permasalahan ini masih diperselishkan oleh 
para ulama apakah diwariskan atau tidak. Faedah perbedaan ulama akan terlihat bila 
ada seorang yang memerdekakan budak, lalu orang itu wafat dengan meninggalkan 
dua orang saudara atau dua orang anak, kemudian salah satu saudaranya wafat 
dengan meninggalkan seorang anak. Bagi yang berpendapat  bahwa wala’ (perwalian 
nasab) diwariskan; maka dibagikan anatara anak laki dan cucu anak laki atau anak 
dari saudara yang wafat, namun bagi yang berpendapat bahwa itu tidak diwariskan; 
semua itu menjadi hak mutlak anaknya saja.
59
 
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak 
menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Kompilasi Hukum Islam, 
bab 1, pasal  171 huruf a). 
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan 
meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris 
dan harta peninggalan. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171 hurf b). 
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan 
tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (Kompilasi Hukum Islam, 
bab 1, pasal 171, huruf c). 
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Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang 
berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.(Kompilasi Hukum 
Islam, bab 1, pasal 171, huruf d). 
Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah 
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. 
(Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171, huruf d). 
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B. Hukum Kewarisan Islam 
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 
Fara’idh’ bentuk jama‟ faridhah yang lazim diartikan sebagai suatu 
kewajiban, kata faridhah yang berasal dari akar kata faradha pada mulanya berarti al-
qath’u yang berarti pemutusan, atau pemotongan. Kata faradhah di dalam Al-Qur‟an 
digunakan untuk arti ketentuan; umumnya terdapat pada ayat-ayat yang 
membicarakan ketentuan membayar mahar istri, seperti didalam Q.S Al-Baqarah/2: 
236 dan Q.S An-Nisa/ 4: 24 atau membicarakan kewarisan seperti pada Q.S An-
Nisa/4 : 11, dan kewajiban seperti pasa Q.S At-Taubah/9 : 60 tentang orang-orang 
yang berhak menerima zakat.
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Ada banyak istilah menyangkut ketentuan agama berkenaan dengan hal ihwal 
peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, baik 
dalam literatur yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Dalam 
literatur yang berbahasa Indonesia dijumpai istilah hukum warisan, hukum waris, 
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hukum harta pusaka, dan hukum kewarisan. Sedangkan dalam leteratur yang 
berbahasa Arab dijumpai istilah mawarist (ثيراوم ),tirkah ةكرت ) ), warits (ثراو), dan 
faraidh ( ضئارف ).perbedaan dalam penyebutan istilah tersebut tergantung dari sisi 
mana titik pandangan dalam pembahasannya. Bila titik pandang pembahasannya pada 
orang yang mati, maka dalam bahasa Indonesia disebut hukum waris, atau dalam 
bahasa Arab disebut ثراولا وقف. bila yang akan dijadikan titik pandang 
pembahasannya adalah harta yang akan beralih kepada ahli waris, maka ia disebut 
hukum warisan atau hukum harta pusaka, yang dalam bahasa Arabnya disebut ثايرم  
jamaknya ثيراوم atau  ةك رت. bila yang dijadikan titik pandang pembahasan adalah 
bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris, maka dalam bahasa Arab disebut  ضئ ارف   
Faraidh ( رفضئ ا) inilah istilah yang lazim digunakan dalam literatur fiqh. Dalam 
istilah fiqh Islam, kewarisan (ضئارفلا)  kata tunggalnya (ثايرلما) lazim juga disebut 
dengan fara’idh (رفضئا ) jamak dari (ةضيرف). 
M.Tahir Azhari dalam bukunya karakteristik Hukum Kewarisan Islam 
memberikan pernyataan, bahwa “ Hukum kewarisan Islam yang juga dikenal dengan 
The Islamic Law Of Inheritance, mempunyai karakteristik tersendiri jika 
dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya Civil Law ataupun Common 
law.”  
Setelah keluarnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 1990 tentang Kompilasi 
Hukum Islam, dan kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 
154 Tahun 1991, maka Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan ketentuan hukum 
bagi ummat Islam Indonesia. Dan pengertian hukum kewarisan yang sebelumnya 
tersebar dalam berbagai kitab fiqh, telah terangkum menjadi sebuah rumusan 
mengenai ketentuan pengertian hukum kewarisan Islam yang representative. Di 
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dalam pasal 171 huruf a KHI dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum 
kewarisan adalah:  
Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan 
(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 
bagiannya masing-masing. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
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Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulakan bahwa Hukum 
Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan 
(tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan 
mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan. 
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam 
Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber dari beberapa ayat Al-
Qur‟an dan Hadist Rasulullah saw, berupa ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang 
didiamkan Rasul. Baik dalam Al-Qur‟an maupun hadist-hadist Rasulullah saw, dasar 
hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, ada yang secara tersirat dan 
ada yang kadang-kadang hanya berisi pokok-pokok saja. Dan yang paling banyak 
ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surat An-Nisa, disamping 
surat-surat lainnya sebagai pendukung.  
a. Dasar Hukum Dari Ayat-ayat Al-Qur’an 
QS. An-Nisa / 4 :7 
 ُوْنِم َّلَق اَّمّ َنُوبَر ْقَلأاَو ِناَدِلاَوْلا َكَر َت اَّ ِّمّ ٌبيِصَن ءاَسِّنِللَو َنُوبَر ْقَلأاَو ِناَدِلاَوْلا َكَر َت اَّ ِّمّ ٌبِيصَن ِلاَِجّرِّلل
﴿ ًاضوُرْفَّم ًابيِصَن َر ُثَك ْوَأ٧﴾ 
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Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, 
dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan 




QS. An-Nisa/4 : 8 
 
﴿ ًافوُرْعَّم ًلاْو َق ُْمَلَّ ْاوُلوُقَو ُوْن ِّم مُىوُُقزْرَاف ُيِْكاَسَمْلاَو ىَماَتَيْلاَو َبَْرُقْلا ْاوُلْوُأ َةَمْسِقْلا َرَضَح اَذِإَو٨﴾ 
 
Terjemahnya:  
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang 
miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada 
mereka perkataan yang baik.
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QS. An-Nisa/ 4: 9  
 ًاديِدَس ًلاْو َق ْاوُلوُق َيْلَو َّللّا اوُقَّ تَيْل َف ْمِهْيَلَع ْاوُفاَخ ًافاَعِض ًةَِّّيرُذ ْمِهِفْلَخ ْنِم ْاوَُكر َت ْوَل َنيِذَّلا َشْخَيْلَو
﴿٩﴾ 
Terjemahnya: 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
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Surah An-Nisaa/ 4 : 10:  
﴿ ًايرِعَس َنْوَلْصَيَسَو ًارَان ْمِِنُِو ُب فِ َنوُلُكَْأي َا َّنَِّإ ًامُْلظ ىَماَتَيْلا َلاَوْمَأ َنوُلُكَْأي َنيِذَّلا َّنِإٔٓ﴾ 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, 
sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke 
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Surah An-Nisaa/4 : 11-12 
 نِإَو َكَر َت اَم َاُثل ُث َّنُهَل َف ِْيْ َتَن ْثا َقْو َف ءاَسِن َّنُك نَِإف ِْيْ َي َثُنلأا ِّظَح ُلْثِم ِرَكَّذِلل ْمُِكدَلاْوَأ فِ ُّللّا ُمُكيِصُوي
 نُكَي َّْلَّ نَِإف ٌدَلَو ُوَل َناَك نِإ َكَر َت اَّمّ ُسُدُّسلا اَمُه ْ ن ِّم ٍدِحاَو ِّلُكِل ِوْيَو ََبلأَو ُفْصِّنلا اَهَل َف ًةَدِحاَو ْتَناَك
 ٍنْيَد ْوَأ َاِبِ يِصُوي ٍةَّيِصَو ِدْع َب نِم ُسُدُّسلا ِو ُِّملأَف ٌةَوْخِإ ُوَل َناَك نَِإف ُثُلُّ ثلا ِو ُِّملأَف ُهاَو َبَأ َُوِثرَوَو ٌدَلَو ُوَّل
﴿ ًاميِكَح اميِلَع َناَك َّللّا َّنِإ ِّللّا َن ِّم ًةَضِيرَف ًاعْف َن ْمُكَل ُبَر ْقَأ ْمُهُّ يَأ َنوُرْدَت َلا ْمُُكؤانبَأَو ْمُُكؤَآبآٔٔ ﴾
 ِدْع َب نِم َنَْكر َت اَّمّ ُُعبُّرلا ُمُكَل َف ٌدَلَو َُّنَلَّ َناَك نَِإف ٌدَلَو َُّنَّلَّ نُكَي َّْلَّ نِإ ْمُكُجاَوْزَأ َكَر َت اَم ُفْصِن ْمُكَلَو
 اَّمّ ُنُمُّثلا َّنُهَل َف ٌدَلَو ْمُكَل َناَك نَِإف ٌدَلَو ْمُكَّل نُكَي َّْلَّ نِإ ْمُتَْكر َت اَّمّ ُُعبُّرلا َُّنَلََّو ٍنْيَد ْوَأ َاِبِ َيِْصُوي ٍةَّيِصَو
 ِّلُكَِلف ٌتْخُأ ْوَأ ٌخَأ ُوَلَو ٌةَأَرْما وَأ ًةََللاَك ُثَرُوي ٌلَُجر َناَك نِإَو ٍنْيَد ْوَأ َاِبِ َنوُصُوت ٍةَّيِصَو ِدْع َب نِّم مُتَْكر َت
 ْوَأ َاِبِ ىَصُوي ٍةَّيِصَو ِدْع َب نِم ِثُلُّ ثلا فِ ءاََكرُش ْمُه َف َكِلَذ نِم َر َثْكَأ ْاَو ُناَك نَِإف ُسُدُّسلا اَمُه ْ ن ِّم ٍدِحاَو
﴿ ٌميِلَح ٌميِلَع ُّللّاَو ِّللّا َن ِّم ًةَّيِصَو ٍّرآَضُم َر ْ يَغ ٍنْيَدٕٔ﴾ 
Terjemahnya: 
Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 
Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak 
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka 
ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; 
jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya 
(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa`atnya bagimu. Ini adalah ketetapan 
dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
 
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai 
anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 
anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari 
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 
(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 
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Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu 
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari`at yang benar-benar dari Allah, dan 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
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QS.  An-Nisaa/4: 33 
 َناَك َّللّا َّنِإ ْمُه َبيِصَن ْمُىُوتَآف ْمُُكنَاْيَْأ ْتَدَقَع َنيِذَّلاَو َنُوبَر ْقَلأاَو ِناَدِلاَوْلا َكَر َت اَّمّ َلِاَوَم اَنْلَعَج ٍّلُكِلَو
﴿ ًاديِهَش ٍءْيَش ِّلُك ىَلَعٖٖ﴾ 
Terjemahnya: 
Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan 
karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang 
kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka 
bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
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QS. An-Nisaa / 4 :176 
 َكَر َت اَم ُفْصِن اَهَل َف ٌتْخُأ ُوَلَو ٌدَلَو ُوَل َسَْيل َكَلَى ٌؤُرْما ِنِإ ِةََللاَكْلا فِ ْمُكيِتْف ُي ُّللّا ِلُق َكَنوُتْف َتْسَي
 ءاَسِنَو ًلااَِّجر ًةَوْخِإ ْاُوناَك نِإَو َكَر َت اَّمّ ِنَاُثلُّ ثلا اَمُهَل َف ِْيْ َتَن ْثا اَت َناَك نَِإف ٌدَلَو َا َّلَّ نُكَي َّْلَّ نِإ اَه ُِثَري َوُىَو
﴿ ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب ُّللّاَو ْاوُّلِضَت نَأ ْمُكَل ُّللّا ُ ِّيْ َب ُي ِْيْ َي َثُنلأا ِّظَح ُلْثِم ِرَكَّذلَِلفٔ٧٦﴾ 
Terjemahnya: 
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan 
ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya 
yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang 
laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai 
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga 
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu 
terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara 
laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan 
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QS. Al-Azhab ayat 36 
 َ َّللّا ِصْع َي نَمَو ْمِِىرْمَأ ْنِم ُةَر َِيْلخا ُُمَلَّ َنوُكَي نَأ ًارْمَأ ُُولوُسَرَو ُ َّللّا ىَضَق اَذِإ ٍةَنِمْؤُم َلاَو ٍنِمْؤُمِل َناَك اَمَو
﴿ ًانيِبُّم ًلاَلاَض َّلَض ْدَق َف ُوَلوُسَرَوٖ٦﴾ 
 
Terjemahnya: 
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan 
yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan 
ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa 
mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. 
b. Dasar Hukum Dari Hadist Rasulullah saw. 
Adapun Hadist-hadist yang menjelaskan tentang Hukum Kewarisan Islam. 
 َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله َّىلَص ِالله لْوُسَر َل َاق اَمُه ْ نَع الله َيِض َر ٍس اَّبَع ِنْبا ْنَع : َِأب َضِئا َرَفَْلاا ْوُِقْلَْأ
اَهِلْى , ٍرَك َذ ٍلُج َر  َ ْو َِلأ َوُه َف َيَِقب اَمَف .( ِويَلَع  ٌَفَّ تُم) 
Artinya:  
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, “ Rasulullah saw, Berikan 
bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling 
terdekat” (Muttafaq Alaihi). 
 َلَاق َمَّلِس َو ِوْيَلَع ُالله َّىلَص َّبَِّنلا َّنَأ الله َيِض َر ٍدْي َز ُنْب َةَم َاَس ُأ ْنَع : َو َرِف اَكَْلا ُمِلْسُمَْلا ُث َِِري َلا
 ُمِلْسُمَْلا ُرِف اَكَْلا ُث َِري َلا .( ِوْيَلَع  ٌَفَّ ُم) 
Artinya:  
Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Muhammad saw, 
bersabda, “ Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak 
mewarisi harta orang muslim. “ (Muttafaq Alaihi) 
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 ٍتِْنب ْفِ ُوْنَع ُالله َيِض َر ٍدوًعْسَم ُنْبا  ْنَعَو , ٍنْبا ِتٍْنب َو , ٍتْخُأ َو . َمَّلَس َو ِوْيَلَع الله َّىلَص ُّبَِّنلا َضَق
 ُفْصِنَْلا ُةَن ْبِلا , ًس ُدُّسَْلا ِنْب ِلاا ُةَن ْبِلا َو– ِْيْ َُثل ُثَْلا ًةَلِمْكَت  - ِتًخ ُلأْلَِلف َيَِقب َام َو .( ِر اَخُبَْلا ُهاَوَر
 ُّي). 
Artinya: 
Dari Ibnu Mas‟ud Radhiyallahu Anhu tentang bagian warisan anak perempuan, 
cucu perempuan, dan saudara perempuan. Rasulullah saw, menetapkan untuk anak 
perempuan mendapatkan setengah, cucu perempuan seperenam-sebagai penyempurna 
(bagian) dua pertiga-dan selebihnya adalah milik saudara perempuan. (H.R. Al-
Bukhari). 
 َلَاق و ٍرْمَع ِنْب الله ِدْبَع ْنَع  ْنَع َو : َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله ىلَص الله لوُسَر َلَاق : ُلىَأ ُثِر اَو َت َي لا
 ِْيْ َتَّلِم . َّي ِذِم ِّْللا َّلاِا ُةَعبْرَلأ اَو َدَْأأ ُهاَوَر, َةَم َاسُأ ِظْفِلب ُمِك َاْلْا ُوج َرْخَأ َو  . ُّيئ َاسَّنلا ىَوَرَو
 ِظَفْللا اَذِبِ َةَم اسُأ َثيِدَح. 
Artinya: 
Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah saw, bersabda, “ 
tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan Agama.” (H.R. Ahmad, Al-Arba‟ah 
kecuali At-Tirmidzi.(H.R Ahmad, Al-Arba‟ah kecuali At- Tirmidzi. H.R Al-Hakim 
dengan lafadz dari Usamah. H.R An-Nasai meriwayatkan dari Usamah dengan 
Lafadz seperti ini). 
 َلَاق َبِرَكَي ْدَعِم ُنْب ِماَدَقِمْلا ْنَع َو : ْمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص الله ُلْوُسَر َلَاق : لا ْنِم ًث ِراَو ُل َالخا
 ُوَل َث ِراَو . َّيِذِْم ِّلْلا ىَوِس ُةَع َب ْرَلأاَو ُدَْأَأ ُوَج َرْخَأ : ُمِك ِالْا ُوَحَّحص َو ي زِاّرلا َةَع رزُوبأ ُوْنَسَح َو
 َن اَّبَح ُنْباَو . 
Artinya:  
Dari Al-Miqdam bin Ma‟di karib berkata, “ Rasulullah saw, bersabda, “ Paman 
(dari pihak ibu) menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris.” (HR. Ahmad 
dan Al-Arba‟ah kecuali At-Tirmidzi. Hadist ini derajatnya hasan menurut Abu Zar‟ah 
Ar-Razi, dan Shahih menurut Al-Hakim dan Ibnu Hibban). 
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An-Nasa‟I dalam kitab Al-Kubra (4/82) 
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(حيحص نسح) Hadist ini hasan Shahih, Shahih Abi Dawud (2899,2900,2901) 
41 
 
 ْنَع  َلَاق َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله َّىلَص ِّبَِّنلا ِنَع ُوْنَع ُالله يضَر ٍرِب اَج  : َثِرَو ُد ْوُل ْوَمْلا َّلَه َتْسا اَذِا .( ُهاَوَر
 َدُواَد ْو ُبَأ ,َزنَّابِح َّ ُنْبا ُوَحَّحَصَو  
Artinya:   
Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah saw, bersabda “ Apabila anak 
yang lahir menangis, ia sudah menjadi ahli waris.” (HR. Abu Dawud dan di 
Shahihkan oleh Ibnu Hibban). 
 َلَاق ِه ِّدَج ُنَع ٍبْيَعُش ِنْب و ُرْمَع ْنَع : َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله لْوُسَر َلَاق : َاقِْلل َنِم ِِلِت اَقِْلل َسَْيل
 ِ َْْفر اَّدلاو ُّيئ اسَنلا ُهاَوَر ز ٌْيَش َثاَر ْ يِلما َنِم ِلِت, ِِّللا ِدُبَع ُنْبا ُهاَّو َقَو . َّيئ اسَّنلا َوَّلعَأ َو , ُباَوَّصلا َو
و ٍرْمَع َىلَع ُوُف ْقَو. 
Artinya: 
Dari Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw, 
bersabda,” pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun dari yang dibunuh.” (H.R. 
An-Nasa‟I dan Ad-Daraquthni, dan dikuatkan Ibnu Abdil Bar. Hadist ini ma‟lul 
menurut An-Nasa‟I dan sebenarnya hadist ini mauquf pada amar). 
 َلَاق ِب ا ِلخا ِنْب ُرًمُع نع : ُلْوُق َي َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص الله ُلْوُسًر ُةْع َِسَ : ْوَأ ُدِلاَولا َزَرْحأ اَم
 َن َاك ْنَم ِوِتَبَصَعِل َوُه َف ُدِلاَوْلا . ْوَج َام ُنْباَو ُّيئ َاسَّنلاو َدًواَد ْو ُبأ ُهاَوَر , ُنْبا َو  ِْيِدَمْلا ُنْبأ ُوحَّحَص َو
 ِّلْلا ُدْبَع. 
Artinya: 
Dari Umar bin Al-Khaththab r.a. berkata, “ Aku mendengar Rasulullah saw, 
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c. Dasar Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Ijtihad 
Selain Al-Qur‟an dan Hadist, hukum kewarisan juga bersumber dari hasil 
ijtihad para ulama. Ijtihad ialah usaha seseorang dengan segenap kemampuan akalnya 
dalam menggali hukum dari Al-Qur‟an dan Hadist. Dr. Amir Syarifuddin 
menyimpulkan, bahwa : 
Hasil ijtihad yang telah dirintis oleh para mujtahid terdahulu dalam 
hubungannya dengan hukum kewarisan pada dasarnya terdapat dua aliran, yaitu 
aliran Ahli Sunnah dan Aliran Syi‟ah. Perbedaan pokok diantara keduanya ialah pada 
pemahaman terdapat kedudukan peempuan dalam hukum kewarisan. Adanya 
perbedaan itu menimbulkan  yang nyata dalam  susuna ahli waris dan cara 
pewarisannya. Dalam aliran Ahlu Sunnah terdapat kelompok Jumhur Ulama‟ dan 
kelompok Dzahiri. Perbedaan diantara keduanya ialah pada pemahaman terdapat 
garis hukum. Ulama Dzahiri memahami garis hukum dari lahirnya saja, sedangkan 
Jumhur Ulama memahami garis hukum tidak dapat dari  lahiriyanya saja apabila ada 
keterangan dari hadist nabi saw, yang menghendaki demikian. Di kalangan Jumhur 
Ulama pun terdapat perbedaan, hanya saja tidak terlalu jauh berbeda.
80
 
Meskipun Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci 
tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya 
ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum 
tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan orang banci, harta warisan yang tidak 
habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama--
sama dengan ayah dan duda atau janda 
3. Asas-asas Kewarisan Hukum Islam 
Asas-asas dalam Hukum Kewarisan Islam ini ditonjolkan agar dapat diketahui 
sampai sejauh mana spesifikasi Hukum Kewarisan Islam serta nilai keadilannya 
sebagai hukum yang bersumber  dari wahyu Ilahi, yang disampaikan dan dijelaskan 
oleh Nabi Muhammad saw, dengan sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung 
asas-asas , yang diantaranya terdapat juga dalam hukum kewarisan  produk akal 
manusia, akan tetapi karena sifatnya yang berbeda dalam jenisnya, hukum kewarisan 
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Islam mempunyai corak tersendiri. Ia merupakan bagian dari Agama Islam dan 
pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim
81
.  
Asas-asas yang dapat disarikan dari Al-Qur‟an  dan Sunnah Rasulullah saw, 
mengandung lima asas, yaitu: 
a. Asas Ijbari  
. Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti 
bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku 
dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada 
kehendak pewaris atau ahli waris.  
Kata Ijbari sendiri secara bahasa mengandung arti paksaan (compulsory). 
Dijalankan asas ini dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan 
harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah swt, tanpa 
tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, 
sehingga tidak ada satu kekuasaan menusia pun yang dapat mengubahnya dengan 
cara memasukkan atau mengeluarkan ahli waris yang sah sesuai yang ditentukan 
dalam Al-Qur‟an Surah An-Nisa ayat 11,12 dan 176. Asas Ijbari ini tidak berarti 
memberatkan ahli waris, seandainya pewaris mempunyai utang yang lebih besar 
daripada warisan yang ditinggalkan, maka ahli waris tidak dibebankan untuk 
membayar semua utang pewaris tersebut, apabila ada ahli waris yang hendak 
membayar utang tersebut, pembayaran itu bukanlah merupakan suatu kewajiban, 
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b. Asas Bilateral 
Asas Bilateral dalam hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta 
warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini 
berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis 
kerabat, baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Secara prinsip asas 




c. Asas Individual 
Hukum kewarisan Islam mengajarkan asas kewarisan secara Individual, dalam 
artian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris 
untuk dimiliki secara pribadi, yang dalam pelaksanaanya masing-masing ahli waris 
mendapatkan bagiannya sendiri tanpa harus terikat dengan ahli waris yang lainnya, 
seluruh harta warisan dinyatakan dalam jumlah tertentu kemudian jumlah tersebut 
dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima.
84
 
d. Asas Keadilan Berimbang 
Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Arab 
yaitu kata al-‘adlu (لدعلا). Adapun hubungannya dengan kewarisan adalah kata 
tersebut dapat diartikan kesimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbagan 
antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaanya. 
Sebagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama kuat 
untuk mendapatkan harta warisan. Secara jelas disebutkan dalam Al-Qur‟an surah 
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An-Nisa/4:7 yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan bahwa mereka 
memperoleh warisan baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. 
Asas ini mengadung arti bahwa harus ada keseimbagan hak dan kewajiban, 
antara yang diperoleh dan yang harus ditunaikan, laki-laki dan perempuan sama-sama 
memperoleh harta warisan, akan tetapi dalam hal jumlah yang diterima antara laki-
laki dan perempuan berbeda yaitu laki-laki memperoleh dua sedangkan perempuan 
hanya mendapatkan satu, hal ini terjadi disebabkan laki-laki itu menanggung beban 
untuk membiayai anak dan istrinya, sedangkan perempuan memperoleh biaya dari 
laki-laki, karena hal inilah yang menjadi dasar keseimbagan antara jumlah yang 
diperoleh dengan keperluan dan kegunaanya dalam kehidupan sehari-hari.
85
 
e. Asas Semata Akibat Kematian.  
Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain 
dengan menggunakan istilah kewarisan dapat berlaku apabila telah terjadi kematian, 
pemilik harta telah meninggal kemudian barulah harta tersebut dapat beralih atau 
dipindahkan kekuasaan kepada orang lain atau ahli waris. Asas ini berarti bahwa 
harta seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain (ahli waris) selama yang 
mempunyai harta masih hidup. 
Pada asas ini menggambarkan bahwa Hukum kewarisan Islam hanya 
mengengal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat adanya kematian bukan 
atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup. 
Prinsip ini memiliki kaitan yang erat dengan asas Ijbari, apabila seseorang 
telah memenuhi Syarat sebagai subjek hukum, maka pada hakikatnya ia dapat 
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bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya, akan tetapi, kebebasan itu 
hanya untuk menetukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia, meskipun 




4. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan Islam 
Menurut Sayyid Sabiq seseorang dapat mewarisi harta seseorang karena tiga 
sebab yaitu: sebab hubungan kerabat/ nasab, perkawinan, dan wala’ (pemerdekaan 
budak), adapun dalam literatur lainnya disebutkan bahwa sebab-sebab terjadinya 
kearisan itu ada empat sebab. 
a. Perkawinan; 
b. Kekerabata/nasab; 
c. Wala’ (pemerdekaan Budak) dan; 
d. Hubungan sesam Islam.87 
a. Hubungan Kekerabatan (Nasab) 
Salah satu hal yang dapat mengalihkan harta seseorang kepada orang lain 
adalah apabila orang tersebut yang memiliki harta telah meninggal. Peralihan harta 
tersebut dapat dipindahkan kepada orang lain karena memiliki hubungan kekerabatan 
(nasab) antara pewaris dan ahli waris. 
Ditinjau berdasarkan garis yang menghubungkan nasab antara yang 
mewariskan dan yang diwarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu: 
1. Furu’ yaitu anak turunan (cabang) dari si mati; 
2. Ushul, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati; 
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3. Hawasyi,yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia 
melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak 
turunannya dengan tidak membeda-bedakan.
88
  
b. Hubungan Perkawinan 
Selain hubungan berdasarkan atas hubungan kekerabatan atau nasab, juga 
berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan)
89
 dengan maksud bahwa 
suami menjadi ahli waris bagi istrinya meninggal dunia, dan istri menjadi ahli waris 
bagi suaminya apabila suaminya meninggal dunia. 
Sebab timbulnya hubungan kewarisan karena perkawinan didasarkan pada 
dua syarat, yaitu:  
1. Perkawinan itu sah Menurut Syariat Islam 
Perkawinan yang dimaksud adalah semua syarat dan rukun perkawinan itu 
terpenuhi, antara kedua mempelai yang telah melangsung akad nikah yang sah. 
Terlepas dari telah berhubungan badan ataupun belum, Ketentuan ini berdasarkan 
pada keumuman ayat tentang waris dan hadis Rasulullah saw,  dikutip dalam sebuah 
Hadis.  
اقاَدَص َاَلَّ ُض َِرْف ُي َْلََّو َلُخ َْدي ْنَأ َلْب َف َاهْنَع َتَام اَهُجْوَز نَاكو ِثاَر ْ َيلم ِاب  ٍِساَو َتِْنبَءاَوْر َِبل َئضَق 
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Telah memutuskan kewarisan Barwa‟ binti Wasiq. Suaminya telah meninggal 
dunia sebelum melakukan hubungan kelamin dan belum menetapkan 
maskawinannya. 
Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa‟ dengan 
suaminya adalah sah dan menjadi sebab timbulnya kewarisan, suatu perkawinan 
dihukumi sah secara hukum tidak semata-mata digantungkan pada telah 
terlaksanakan hubungan kelamin antara suami-istri dan telah dilunasinya pembayaran 
maskawin oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun 
perkawinannya, sebaliknya, jika perkawinan itu tidak sah menurut Syariat Islam atau 
dinyatakan fasid (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak dapat digunakan sebagai 
alasan untuk menuntut harta waris, karena tidak ada hubungan waris-mewarisi antara 
keduanya apabila salah satu dari mereka meninggal dunia. 
2. Perkawinan Masih Utuh 
Perkawnian yang dibinah tersebut masih utuh, tidak ada perceraian selama 
keduanya bersama saat salah satu pihak meninggal dunia. Termaksud dalam 
ketentuan ini apabila salah satu meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah 
putus dalam bentuk talak raj’I dan perempuan masih dalam masa iddah. seorang 
perempuan yang sedang menjalani iddah talak raj’i masih berstatus sebagai istri 
dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan badan (menurut jumhur ulama) 
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c. Hubungan Sebab Wala’ 
Hubungan sebab wala’ adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan 
menurut hukum yang timbul sebab membebaskan budak, meskipun diantara mereka 
tidak ada hubungan darah. 
Saat ini hubungan wala’ hanya terdapat dalam tataran wacana saja sebab 
hubungan wala’ terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemiliki budak yang dengan 
sukarela memerdekakan budaknya, dengan demikian, pemilik budak yang tersebut 
mengubah status orang yang semula tidak cakap menjadi cakap. Namun pada zaman 
sekarang hubungan wala’ karena memerdekakan budak itu sudah tidak berlaku lagi 
sebab saat ini sudah tidak adalagi budak yang akan dimerdekakan.
92
 
d. Hubungan Sesama Islam 
Hubungan sesama Islam disini adalah apabila seseorang meninggal dunia 
tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada 
perbendaharaan umum atau yang biasanya disebut Baitul Maal yang akan digunakan 
oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak memiliki ahli waris 
itu akan diwariskan kepada ummat Islam.
93
 
5. Ahli Waris dan Bagiannya Masing-masing.  
Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa ahli waris 
adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau 
hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena 
hukum untuk menajadi ahli waris. 
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Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka ada beberapa syarat yang 
harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris yang berhak 
mendapatkan hak bagian dari harta warisan si pewaris, yaitu:  
a. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan 
darah dengan pewaris; 
b. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan 
perkawinan yang sah dengan si pewaris; 
c. Pada saat si pewaris meninggal dunia, ia orang itu beragama Islam; 
d. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu tidak terhalang karena 
hukum untuk menjadi ahli waris. 
Selain itu, juga disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian 
pewaris. Hanya saja apabila dia mempunyai anak, maka kedudukannya dapat 
digantikan oleh anaknya, dengan ketentuan antara dia si pewaris tidak terhalang 
menurut hukum untuk dapat saling mewarisi, berdasarkan ketentuan pasal 185 KHI:  
a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka 
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 
tersebut dalam pasal 173; 
b. Bagian bagi ahli waris penggati tidak boleh melebihi dari bagian ahli 
waris yang sederajat dengan yang diganti. 
Dalam hal ini termaksud pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam 
kandungan, meskipun kepastiannya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup. 
Hal itu juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya. 
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Prof. Dr. Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa ahli waris ada yang ditetapkan 
secara khusus dan langsung oleh Allah swt., dalam Al-Qur‟an dan oleh Rasulullah 
saw, dalam hadtsnya, dan ada yang ditemukan melalui ijtihad dengan meluaskan 
lafadz yang terdapat dalam nash hukum, dan ada pula yang dipahami dari petunjuk 
umum dari Al-Qur‟an dan atau Hadist.  
1. Ahli Waris yang di Tunjuk  Dalam Al-Qur‟an 
Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan dasar hukum kewarisan 
Islam, maka ayat-ayat dalam Al-Qur‟an yang mengatur siapa-siapa yang berhak 
menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing ialah terdapat dalam 
surah An-Nisaa ayat 11,12 dan 176.  
Dari ketiga ayat tersebut maka yang menjadi ahli waris adalah: 
a. Anak laki-laki dan anak perempuan; 
b. Ayah dan ibu; 
c. Duda atau Janda; 
d. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu;  
e. Saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung atau seayah. 
2. Ahli waris yang di Tunjuk Dalam Hadist. 
Ahli waris yang ditunjuk secara khusus dan langsung ditetapkan dalam hadist 
adalah kakek dan nenek. Kewarisan kakek disebutkan dalam hadist Nabi dari Umar 
Bin Hashain menurut riwayat Ahmad dan empat perawi hadis, sebagaimana dikutip 
dalam sebuah hadist :  
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 لاق يْصلْا نب نا رمع نع : لاقف معلص بِنلا ىتا لار نا : وثيرم نم   امف ت ام نىبا نبا نأ
 سدسلا كل لاقف)دواد وبأ هاور) 
Artinya:  
Dari Umran Bin Hashain, ia berkata, : seorang laki-laki datang menghadap 
Nabi saw, lalu berkata, “sesungguhnya cucuku dari anak laki-lakiku telah meninggal 
dunia, maka berapakah hak bagianku dari harta peninggalannya ? Nabi saw 
menjawab : “ Untuk mu seperenam”. 
Sedangkan kewarisan nenek dijelaskan dalam hadist Nabi saw,  dari Qubaishah 
Bin Zueb, sebagai berikut:   
 لاق بي وز نب ةصيبق نع : ركب وبأ الَّ لاق لهث يرم ةل است  ي دصلا ركب بَأ  ا ةدلجا تء اج
 : سانلا لأسأ تىح ىعجراف ايش  معلص الله لوسر ةنس فِ كل تملع امو ىش الله باتك فى كل ام
 ركب وبأ لاقف سدسلا اى ا ع أف معلص الله لوسر ترضح ةبعش نب ة يرغلما لاقف: كعم لى
ركب وبأ الَّ هذقن اف ةبعش نب ةيرغلما باقام لثم لاقف ىراصنلأا ةم اسم نب دممح ماقف كيرغ) هاور
داود وبأ) . 
Artinya:  
“Dari Qubaishah Zueb, dia berkata, “ Seorang nenek datang kepada Abu Bakar 
menanyakan soal kewarisannya, maka Abu Bakar menjawab, aku tidak menemukan 
hakmu dalam Al-Qur‟an dan aku juga tidak menemukan hakmu dalam Hadist Nabi 
saw, karena itu, kembalilah dahulu, nanti aku menanyakan persoalanmu itu kepada 
orang lain, kemudian Abu Bakar menanyakan persoalan itu kepada orang-orang, 
maka, Al- Mughirah member jawaban, katanya:” aku berada dalam majelis 
Rasulullah saw dan beliau memberikan hak kewarisan bagi nenek seperenam”. Abu 
Bakar bertanya, “ apakah ada orang lain yang ikut bersamamu ? lalu Muhammad Bin 
Maslamah berdiri dan berkata seperti apa yang dikatakan oleh Al-Mughirah. Maka, 
Abu Bakar pun melaksanakannya”. 
Berdasarkan kedua riwayat hadist tersebut diatas, kewarisan kakek dan nenek 
tidak disebutkan dalam Al-Qur‟an, akan tetapi ditunjuk dalam hadist Rasulullah saw. 
c. Ahli Waris yang Ditetapkan Melalui Ijtihad.  
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Ahli waris yang ditetapkan melalui ijtihad disini ialah ahli waris yang secara 
tidak langsung disebutkan dalam Al-Qur‟an dan tidak juga dalam hadist Nabi saw. 
Akan tetapi, dapat dipahami melalui ijtihad dengan memperluas makna kata asal. 
Dari ijtihad para ulama‟ kata asal tidak hanya terbatas pada makna anak, 
namun meliputi cucu, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Ahli waris 
melalui ijtihad menurut versi ahli sunnah, adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan 
melalui anak laki-laki. 
d. Ahli Waris  yang ditetapkan secara umum dalam Hadist 
Yang dimaksud disini ialah ahli waris yang ditetapkan secara umum dalam 
hadist Nabi saw dari Ibnu Abbas menurut riwayat Bukhari dan Muslim sebagai 
berikut: 
Ahli waris berdasarkan hadist Nabi diatas, selain yang tersebut sebelumnya, 
adalah: 
1. Anak-anak dari cucu laki-laki dan seterusnya kebawah melalui laki-laki; 
2. Ayahnya kakek dan seterusnya keatas; 
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu); 
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah; 
5. Saudara ayah yang laki-laki seandung (seayah dan seibu); 
6. Saudara ayah yang laki-laki seayah; 
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung; 
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah dan keturunannya 
melalui garis laki-laki. 
9. Ahli Waris yang di Tunjuk dari Penjelasan Umum dalam  Al-Qur‟an 
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penjelasan umum yang dimaksud dalam Al-Qur‟an terdapat pada surat        
Al-Anfaal ayat 75;  
 ٍضْع َِبب  َْوَأ ْمُهُضْع َب ِماَحْرَلأا ْاوُلْوُأَو ْمُكنِم َكِئ َلْوَُأف ْمُكَعَم ْاوُدَىاَجَو ْاوُرَجاَىَو ُدْع َب نِم ْاوُنَمآ َنيِذَّلاَو
﴿ ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب َّللّا َّنِإ ِّللّا ِباَتِك فِ٧٥﴾ 
 
Terjemahnya: 
Berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). 
Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap 




Ahli waris berdasarkan petunjuk dalam kelompok a,b,c, dan d tersebut diatas, 
adalah sebagai berikut: 
1. Kelompok laki-laki terdiri dari: 
a. Anak laki-laki 
b. Cucu laki-laki 
c. Ayah 
d. Kakek 
e. Saudara laki-laki sekandung 
f. Saudara laki-laki seayah, lain ibu 
g. Saudara laki-laki seibu lain ayah 
h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan laki-laki 
dari saudara laki-laki sekandung) 
i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan laki-laki dari 
saudara laki-laki seayah lain ibu) 
j. Saudara laki-laki ayah kandung (paman laki-laki dari ayah sekandung) 
k. Saudara laki-laki ayah seayah (paman laki-laki dari ayah seayah) 
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l. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung (sepupu laki-laki 
dari paman laki-laki dari ayah sekandung) 
m. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah (sepupu laki-laki dari 
paman laki-laki dari ayah seayah) 
n. Suami 
2. Dari kelompok perempuan, yaitu : 
a. Anak perempuan 
b. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-
laki) 
c. Ibu 
d. Ibu dari ibu (nenek dari ibu) 
e. Ibu dari ayah (nenek dari ayah) 
f. Saudara perempuan sekandung 
g. Saudara perempuan seayah 
h. Saudara perempuan seibu 
i. Isteri 
Ahli waris yang disebutkan secara umum dalam surat Al-Anfaal ayat 75 
tersebut diatas adalah semua yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris 
yang belum tersebut diatas. Orang-orang yang disebutkan diatas, bila sendirian 
berhak menerima warisan. Namun, bila ahli waris terdiri dari beberapa orang dalam 
garis kerabat yang berbeda, maka hanya sebagaian yang berhak, sedangkan yang 
lainnya tidak berhak. Hal ini didasarkan kepada dekatnya hubungan seseorang kepada 
pewaris. Yang lebih dekat menutup kesempatan yang lebih jauh untuk mendapatkan 
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hak kewarisan. Dalam hal ini berlakulah sistem tutup menutup (secara keseluruhan) 
atau hijab mahjub (secara hirman) atau dengan istilah sistem keutamaan. 
Sistem Hijab Mahjub 
Dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya sistem hijab mahjub (sistem 
menutup dan tertutup). Sistem ini diberlakukan jika seluruh ahli waris yang 
disebutkan diatas ada, sehingga tidak mungkin  semuanya akan menerima harta 
warisan yang ditinggalkan pewaris. Yang pasti menerima harta warisan itu hanya 
empat pihak yaitu: ayah, ibu, anak (baik laki-laki maupun perempuan, satu orang atau 
lebih), dan janda atau duda.  Selebihnya tertutup atau terhalang menerima warisan.  
Hijab artinya mendinding atau menghalangi ahli waris yang mempunyai hak, 
sehingga tidak memperoleh bagian warisan sama sekali, sedangkan hajib yaitu ahli 
waris yang mendinding atau menghalangi ahli waris yang lain untuk memperoleh 
bagian harta warisan.  
Hijab dalam hukum kewarisan Islam ada dua macam yaitu; 
a. Hijab Nuqshan yaitu, halangan yang mengakibatkan berkurangnya 
penerimaan harta warisan bagi ahli waris, karena ada ahli waris yang lain 
bersama sama dengan dia, misalnya, ibu mendapat bagian 1/3 bagian. 
Akan tetapi, apabila orang yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu 
atau beberapa orang saudara, maka ibu mendapat bagian a1/6 dari harta 
peninggalan. 
b. Hijab Hirman yaitu, dinding atau halangan yang menghalangi untuk 
mendapatkan warisan, karena ada ahli waris yang lebih dekat 
hubungannya dengan orang yang mneinggal itu, sehingga dia tertutup, 
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tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali, misalnya cucu laki-laki 
tidak medapat warisan selama masih ada anak laki-laki yang masih hidup.  
Dari duapuluh tiga jumlah ahli waris ada ahli waris yang sama sekali tidak 
bisa terdinding atau terhalangi untuk mendapatkan harta warisan, sehingga ia mesti 
mendapatkan hak bagian warisan. Mereka itu ada enam ahli waris yaitu; 
a. Ayah 
b. Ibu 
c. Anak laki-laki 
d. Anak perempuan 
e. Janda 
f. Duda 
5. kelompok Ahli Waris dan Bagiannya. 
Secara garis besar Hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris 
yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan  secara pasti dan ahli waris yang 
bagiannya tidak ditentukan. Oleh karena itu akan dijelaskan dan dibahas secara 
terperinci mengenai kedua macam ahli waris itu serta bagiannya masing-masing. 
a. Ahli Waris Dzawil Furudh 
Ahli waris Dzawil Furudh adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan 
secara pasti dalam Al-Qur‟an dan atau hadist Nabi saw,mereka menerima harta 
warisan dalam urutan pertama. Bagian-bagian tertentu dalam Al-Qur‟an adalah; 1/2, 
1/4. 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. 
Ahli waris yang mendapat hak bagian menurut angka-angka tersebut disebut 
sebagai ahli waris Dzawil Furudh. Ahli waris yang menurut hukum kewarisan Islam 
berhak menerima warisan karena tidak ada yang menutupnya, dan bagian masing-
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masing sudah ditentukan itu adalah empat orang dari kalangan laki-laki dan 8 orang 
dari kalangan perempuan.  
1. Dari kalangan laki-laki empat orang ialah. 
a. Ayah bagiannya: 
a) 1/6 bila bersama ada anak atau cucu 
b) Mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atu cucu laki-laki. 
3) dan kemudian mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu 
perempuan. 
b. Kakek dan terus keatas, bagiannya: 
1). 1/6 bila bersamanya ada anak atau cucu. 
2). Mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki. 
3). 1/6 kemudian sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu perempuan. 
c. Saudara laki-laki seibu, bagiannya: 
1). 1/6 bila dia adalah seorang 
2). 1/3 bila untuk dua orang atau lebih 
d. Duda bagiannya: 
1). 1/2 bila bersamanya tidak ada anak atau cucu 
2). 1/4 bila bersamanya ada anak atau cucu 
2. Dari kalangan perempuan delapan orang yaitu: 
a. Ibu bagiannya: 
1). 1/6 bila bersamanya ada anak atau cucu atau beberapa orang saudara. 
2). 1/3 bila bersamanya tidak ada anak atau cucu atau dua saudara. 
3). 1/3 dari sisa bila dia bersama ayah, duda atau janda dan tidak bersamanya 
anak atau cucu. 
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b. Anak Perempuan,bagiannya; 
1). 1/2 bial anak perempuan hanya seorang 
2). 2/3 bila anak perempuan ada dua orang atau lebih disertai dengan ada anak laki-
laki. 
c. Cucu Perempuan dari anak laki-laki, bagiannya: 
1). 1/2 bila cucu perempuan hanya seorang 
2). 2/3 bila cucu perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai denga  cucu 
laki-laki. 
3). 1/6 bila cucu perempuan disertai dengan seorang anak perempuan.  
d. Nenek, baik melalui garis ayah atau ibu seorang atau lebih mendapat 
1/6. 
e. Saudara Perempuan Sekandung, bagiannya: 
1). 1/2 bila hanya seorang 
2). 2/3 bila ada dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki. 
3). Mengambil sisa harta bila bersamanya dengan anak perempuan 
f. Saudara Perempuan Seayah, bagiannya: 
1). 1/2 bila hanya seorang. 
2). 2/3 bila ada dua orang atau lebih  dan tidak bersama saudara laki-laki. 
3). 1/6 bila bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung. 
4). Mengambil sisa harta bila bersamanya dengan anak perempuan. 
g. Saudara Perempuan seibu, bagiannya; 
1). 1/6 bila dia seorang saja. 




h. Janda, bagiannya 
1). 1/4 bila bersamanya tidak ada anak atau cucu. 
2). 1/8 bila bersamanya ada anak atau cucu 
Ahli waris Dzawil Furudh tersebut diatas, ketika dia sendirian, maka dia 
mengambil hak bagiannya yang sudah ditentukan, demikian pula ketika lebih dari 
satu orang, maka masing-masing juga mengambil hak bagiannya sesuai dengan 
bagian yang telah ditentukan  
b. Ahli Waris Ashabah 
Ahli waris Ashabah ialah ahli waris yang berhak, namun didalam Al-Qur‟an 
dan atau Hadist Nabi saw, tidak dijelaskan bagiannya. Dia menerima hak dalam 
urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila ada bersamanya ahli waris Dzawil 
Furudh  dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris 
Dzawil Furudh yang ada bersamanya. 
Dasar hukum dari kewarisan Ashabah ini adalah sabda Rasulullah saw, dari 
Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: 
 َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله َّىلَص ِالله لْوُسَر َل َاق اَمُه ْ نَع الله َيِض َر ٍس اَّبَع ِنْبا ْنَع : َِأب َضِئا َرَفَْلاا ْوُِقْلَْأ
اَهِلْى , ٍرَك َذ ٍلُج َر  َ ْو َِلأ َوُه َف َيَِقب اَمَف .( ِويَلَع  ٌَفَّ تُم) 
Artinya: 
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, “ Rasulullah saw, Berikan 
bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling 
terdekat” (Muttafaq Alaihi). 
Ahli waris Ashabah itu ada tiga tingkatan, yaitu: 
1. Ashabah Bi Nafsi yaitu, ahli waris yang menjadi ashabah karena dirinya 
sendiri. Mereka semua adalah laki-laki, dan dari ahli waris laki-laki dibawah ini yang 
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e. Saudara Kandung; 
f. Saudara seAyah 
g. Anak Saudara Sekandung; 
h. Anak Saudara Seayah; 
i. Paman Sekandung; 
j. Paman seayah; 
k. Anak Paman kandung; 
l. Anak Paman se ayah. 
Apabila ahli waris yang berkedudukan sebagai ahli waris Ashabah ini hanya 
seorang, maka ia mengambil semua harta dan apabila lebih dari seorang dalam 
tingkatan yang sama, mereka berbagi sama banyak, bila bersamanya ada ahli waris 
sebagai Dzawil Furudh, maka lebih dahulu  kepada ahli waris Dzawil Furudh itu 
diberikan hak bagiannya yang sudah ditentukan, lalu sisanya untuk ahli waris 
Ashabah.  
2. Ashabah Bi Ghairihi yaitu, ahli waris yang mulanya bukan ahli waris 
Ashabah karena dia perempuan, namun karena didampingi oleh saudaranya yang 
laki-laki, maka menjadi ahli waris ashabah. Mereka adalah: 
a. Anak perempuan sewaktu didampingi saudara laki-laki; 
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b. Cucu perempuan sewaktu didampingi oleh cucu laki-laki; 
c. Saudara Perempuan Kandung sewaktu didampingi saudara laki-laki 
sekandung; 
d. Saudara perempuan seayah sewaktu didampingi saudara laki-laki seayah. 
Hak bagian ahli waris Ashabah Bi Ghairihi ini ialah satu berbanding dua 
dengan hak bagian ahli waris  ashabah laki-laki, yakni oleh karena duanya sebagai 
ashabah, maka seluruh sisa dari harta peninggalan dibagi diantara keduanya dengan 
bandingan seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. 
3. Ashabah Ma‟al Ghairihi yaitu, ahli waris yang semula bukan ashabah, 
namun karena ada ahli waris tertentu bersamanya yang bukan ashabah, maka dia 
menjadi ashabah, sedangkan ahli waris lain tersebut tidak ikut menjadi ashabah, yang 
termaksud dalam kategori ini hanyalah saudara perempuan kandung atau seayah bila 
bersama dengan anak perempuan. 
Dasar hukum adanya ahli waris ashabah ma‟al ghairi ini adalah hadist Nabi 
saw, dari Hudzail Bin Syurhabil, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, An-Nisa, Ibnu 
Majah, Abu Daud dan Al-Turmudzi: 
لاق ليبح رش نب ليزى نع :لاقف تخأ و ةنباو ةنبا نع ىسوم وبأ لئس : لألو فصنلا ةنبلال
 ىسوم بيأ لوقب لخأو ونع الله ىضر دوعسم نبا لئسف نىعب اتيسف دوعسم نبأ تأو فصنلا تخ
لاقف: نبا ةنبلألو فصنلا ونب لأل معلص بِنلا ىضق ابم اهيف ىصقأ نيدتهلما نم امو اذا بللض دقل
تخلألف يقب امو يْثلثلا ةلمكت سدسلا. 
Artinya: 
“Dari Huzail Bin Syurhabil, dia berkata,” Abu Musa Al-Asy‟ari ditanya 
mengenai bagian anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki beserta 
saudara perempuan kandung seayah”, dia menjawab:” untuk anak perempuan 
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mendapat separuh, untuk saudara perempuan kandung atau seayah mendapat separuh, 
dan datanglah le Ibnu Mas‟ud niscaya dia akan mengikuti aku”. Kemudian, 
ditanyakan kepada Ibnu Mas‟ud dan diberitahukan apa yang dikatakan oleh Abu 
Musa, maka dia menjawab, “sungguh aku berada dalam kesesatan jika demikian yang 
aku lakukandan aku tidak termaksud orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dalam 
hal ini aku menghukumi dengan apa yang ditetapkan Rasulullah saw, yaitu untuk 
anak perempuan mendapat separuh, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki 
mendapat seperenam guna menggenapi dua pertiga, dan sisanya untuk saudara 
perempuan atau seayah”. 
c.  Ahli Waris Dzawil Arham 
Ahli waris Dzawil Arham ialah orang-orang yang mempunyai hubungan 
kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagian dalam Al-Qur‟an dan atau 
Hadist Nabi saw, sebagai Dzawil Furudh dan tidak pula dalam kelompok Ashabah. 
Bila kerabat yanag menjadi ashabah adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, 
maka Dzawil Arham itu perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan.  
Dzawil Arham itu dapat dikelompokkan kedalam empat macam sesuai dengan 
garis keturunan, yaitu: 
1. Garis keturunan lurus kebawah, yaitu; 
a. Anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan dan keturunannya; 
b. Anak laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya; 
2. Garis keturunan lurus ketas, yaitu: 
a. Ayah dari ibu dan seterusnya keatas; 
b. Ayah dari ibunya ibu dan seterusnya. 
3. Garis keturunan kesamping pertama, yaitu: 
a. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung seayah dengan anaknya; 




4. Garis keturunan kesamping kedua, yaitu: 
a. Saudara perempuan (kandung, seayah, atau seibu) dari ayah dan seterusnya 
kebawah. 
b. Saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya kebawah. 
c. Saudara laki-laki atau perempuan (kandung, seayah, atau seibu) dari ibu dan 
seterusnya kebawah. 
Tentang hak kewarisannya, menurut sebagian ulama‟, mereka adalah ahli 
waris yang berhak atas harta warisan bila sipewaris tidak meninggalkan ahli waris 
Dzawil Furudh dan tidak pula ada ashabah, dasar pemikiran para ulama adalah        








A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
penelitian “field research kualitatif” yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di 
Pengadilan Agama Pinrang dengan menfokuskan penelitian pada dokumen-dokumen 
putusan yang telah diputus di Pengadilan Agama Pinrang 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu 
Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Kabupaten Pinrang Provensi Sulawesi Selatan. 
Dalam undang-undang yang mengatur tentang tugas dan wewenang Pengadilan 
Agama dapat dilihat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang No 
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 “ Peradilan 
Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”99 Pasal 2 “ 
Peradilan Agama Merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari 
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam 
Undang-undang ini.”100 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 49 “ Pengadilan 
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 
ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: 
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b. Kewarisan, Wasiat, Hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam; 
c. Wakaf dan Shadaqah101 
d. Ekonomi Syariah. (UU. No.3 Tahun 2006).102 
B. Pendekatan Penelitian  
Pendektan peneliian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu: 
1. Pendekatan Teologi Normatif (syar’i),yaitu dikaji berdasarkan ayat-ayat 
Al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan Hukum Kewarisan Islam, 
karena didalam ayat Al-Qur’an dan Hadis dijelaskan tentang bagaimana 
tata cara pelaksanaan hukum kewarisan berdasarkan aturan Agama Islam. 
2. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan melalui aturan-aturan 
hukum yang berkaitan dengan Hukum kewarisan berupa Undang-undang 
Tentang Peradilan Agama, Inpres Presiden RI No. 1 Tentang Kompilasi 
Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Peradilan Agama. 
C. Sumber Data  
Sumber data yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan skripsi ini 
yaitu: 
1. Sumber data Primer yaitu: Data yang diperoleh dari penelitian putusan-
putusan yang berkaitan dengan masalah sengketa kewarisan yang ada di 
Pengadilan Agama Pinrang. 
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2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku-
buku yang memuat tentang norma hukum, baik norma Syar’i maupun 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarisan Islam di 
Pengadilan Agama. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yaitu metode 
wawancara dan Pengumpulan data-data berupa Putusan Hakim mengenai sengketa 
kewarisan. 
1. Pengumpulan data-data Putusan Hakim Pengadilan Agama yaitu: 
mengumpulkan data-data putusan Hakim pengadilan sebagai bukti bahwa 
benar telah terjadi sengketa kewarisan dan melihat bagaimana 
pertimbagan Hukum yang diberikan dari Pengadilan.  
2. Metode wawancara yaitu: melakukan wawancara kepada Ketua 
Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B yaitu Bapak Drs. H. Pandi, SH, MH, 
yang berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Pinrang yang beralamat di 
Jalan Bintang Kabupaten Pinrang, tentang bagaimana cara penyelesaian 
kasus sengketa kewarisan yang ada di Pengadilan Agama. 
E. Instrument Penelitian 
Instrument yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu berupa 
note book atau buku catatan yang dipergunakan untuk wawancara, daftar pertanyaan 
yang akan diajukan pada saat melakukan kegiatan wawancara dilokasi penelitian 
serta laptop untuk menyusun skripsi ini. 
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
1. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu: 
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Data yang telah terkumpul melalui wawancara dan pengumpulan data berupa 
dokumen-dokumen putusan hakim Pengadilan Agama mengenai sengketa kewarisan 
akan dikaji  dan dianalisis, kemudian akan dilakukan pemeriksaan data, penandaan, 
penyusunan data dan sistematisasi (sistematuizing) berdasarkan pokok permasalahan 
dan sub masalah. 
2. Analisis Data  
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi adalah jenis 
penelitian kualitatif, maka untuk menganalisis data yang telah diperoleh dilakukan 
dengan cara menyusuaikan data atau dokumen yang telah ada seperti data primer 
yang bersumber dari buku-buku yang mendukung dengan judul yang akan dibahas 
dan dokumen-dokumen putusan hakim mengenai sengketa kewarisan dan hasil 
wawancara yang telah dilakukan kemudian akan dianalisis secara kualitatif  
G. Pengujian Keabsahan Data 
Data yang telah diperoleh kemudian disesuaikan dengan judul yang akan 
dibahas dan putusan hakim yang diperoleh akan disesuaikan dengan judul dan 
permasalahan yang akan dibahas. Apakah putusan hakim yang diperoleh sesuai 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam 
(Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989), Pengadilan Agama merupakan 
salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 
beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang 
ini ( Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989), Pengadilan Agama berkedudukan di 
kotamadya atau di kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya 
atau kabupaten (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989). 
Sebagaimana di jelaskan diatas tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan 
Agama Pinrang yang berlokasi di Jalan Bintiang, Kabupaten Pinrang. Letak 
Geografis Pengadilan Agama Pinrang terletak Di Kabupaten Pinrang,dengan keadaan 
Geografis Terletak antara :  
Lintang Selatan :30 19' 13" - 40 10' 30" 
Bujur Timur :1190 26' 30" - 1190 47' 20" 
Kabupaten Pinrang Terletak dibagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan 
dengan luas Wilayah 1.961.77 Km2 dengan batas-batas sebagi berikut : 
Sebelah utara : Kabupaten Tanah Toraja 
Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang 
Sebelah Selatan : Kotamadya Pare-Pare 
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Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa dan Selat Makassar
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Secara Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 
Kecamatan yang terdiri dari 104 Desa/Kelurahan. 
Tugas Pokok dan Fungsi  Pengadilan Agama Pinrang 
Tugas Pokok dan fungsi  Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B telah diatur 
dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 
dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan pokok-pokok kekuasaan 
Kehakiman No.14 Tahun1970 dengan perubahannya yaitu undang-undang No. 4 
Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 
Tugas pokok peradilan pada umumnya  dan Peradilan Agama pada khususnya 
ialah:menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang 
diajukan kepadanya. Pengadilan Agama Pinrang adalah salah satu Lembaga peradilan 
yang melaksanakan tugas pokok kekuasaan  kehakiman. 
B. Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris terhadap Kerukunan 
Keluarga. 
Agama Islam adalah Agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, 
ketertiban dan keamanan. Damai atau islah merupakan suatu hal yang sangat 
dianjurkan dalam Islam. Sehingga segala bentuk tindakan yang menjurus kepada 
perselisihan yang menimbulkan mudharat agar dihindari. 
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Sejalan dengan hal itu pembagian harta warisan yang seharusnya menjadikan 
hidup para ahli waris semakin baik dan sejahtera, maka pembagian harta warisan pun 
harus dibagi secara adil dan bijak sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak melakukan 
penundaan pembagian harta warisan dengan berbagai alasan yang pada akhirnya 
menimbulkan konflik internal antara sesama ahli waris.  
Adapun dampak yang timbul dari adanya penundaan pembagian harta warisan 
itu yaitu: 
1. Penguasaan Harta oleh salah satu pihak anggota keluarga (ahli waris) 
Penguasaan harta oleh salah satu pihak anggota keluarga (ahli waris) dapat 
terjadi akibat adanya penundaan pembagian harta warisan yang cukup lama, seperti 
pada perkara No 35/pdt.G/2012/PA.Prg. pada kasus ini salah satu pihak yaitu 
Tangnga Bin La Emba yang juga merupakan anak dari pewaris  La Emba Bin Latola 
dan I Rabi Binti Labdaru ini menguasai harta warisan yang belum dibagi secara 
Hukum Islam berdasarkan alasan duduknya perkara: 
a. Bahwa La Emba Bin Latola telah meninggal dunia pada tanggal 12 
februari 1992 di lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, 
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang karena sakit, namun 
semasa hidupnya La Emba Bin Latola telah menikah dengan I Rabi Binti 
Labadaru pada tahun 1953, dan istri La Emba Bin Latola yaitu I Rabi Binti 
Labadaru masih hidup dalam perkara ini I Rabi Binti Labadaru (sebagai 
Janda / Penggugat I). 
b. Bahwa semasa hidupnya La Emba Bin Latola dengan Istrinya I Rabi Binti 




1) La Tangnga Bin La Emba. (Tergugat) 
2) La Sunre Bin La Emba (Penggugat II) 
3) I Sana Binti La Emba (Penggugat III) 
4) Parakkasi Bin La Emba (Penggugat IV) 
5) Abbas Bin La Emba (Penggugat V) 
6) La Billo Bin La Emba (Penggugat VI) 
7) Adam Bin La Emba (Penggugat VII) 
c. Bahwa Almarhum La Emba Bin Latola disamping meninggalkan seorang 
Janda dan tujuh orang anak kandung sebagai ahli waris satu-satunya dari 
almarhum La Emba Bin Latola, La Emba Bin Latola juga meninggalkan 
harta warisan berupa: 
d. Tanah sawah seluas kurang lebih 7758 m2 (tujuh ribu tujuh ratus lima 
puluh delapan meter persegi) dengan sertifikat Hakn Milik (SHM) Nomor 
485 atas nama La Emba Bin Latola, yang diterbitkan oleh kantor 
pertanahan kabupaten Pinrang pada tanggal 13-11-1995 dengan SPPT 
Tahun 2011 NOP 73.15.040.010.025.0003.0 yang terletak di lingkungan 
Rubae, kelurahan Bentengnge kecamatan Watang Sawitto kabupaten 
Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut: 
1) Pada sebelah utara berbatasan dengan jalanan 
2) Pada sebelah timur berbatasan dengan sawah H. Lapanganro 
3) Pada sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Lapanganro 
4) Pada sebelah barat berbatasan dengan sawah lakaddini. 
e. Tanah Darat (Tanah Kebun) seluas kurang lebih 11.000 m2 (sebelas ribu 
meter persegi) dengan SPPT tahun 2011 NOP 73.15.050.007.025.0084.0 
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atas nama La Emba Bin latola yang terletak di dusun Dara Batu, 
Kelurahan Sipatuo, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, dengan 
batas-batas sebagai berikut: 
1) Pada sebelah utara berbatasan dengan jalan 
2) Pada sebelah timur berbatasan dengan kebun Lacondding  
3) Pada sebelah selatan berbatasan dengan kebun Laraupong 
4) Pada sebelah barat berbatasan dengan kebun Umar. 
f. Bahwa tanah sawah dan darat (kebun) yang di uraikan pada nomor 4 dan 5 
diatas selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai harta obyek 
sengketa. 
g. Bahwa harta obyek sengketa point 4 dan 5 tersebut merupakan harta 
bersama (harta gono-gini) antara almarhum La Emba Bin Latola dan I 
Rabi Binti Labadaru.dan diperoleh selama mereka mengarungi bahtera 
rumah tangga. 
h. Bahwa oleh karena tanah sengketa point 4 dan 5 tersebut adalah masih 
merupakan harta bersama (gono-gini) antara almarhum La Emba Bin 
Latola bersama I Rabi Binti Labadaru yang belum pernah dibagi anatara 
almarhum La Emba Bin Latola bersama I Rabi Binti Labadaru, demikian 
pula harta obyek sengketa tersebut yang menjadi bagian atau hak 
almarhum La Emba Bin Latola  adalah belum pernah dibagi menjadi harta 
warisan secara sah menurut hukum kewarisan antara para ahli waris sah 
dari almarhum La Emba Bin Latola  yaitu para penggugat dan tergugat. 
Meskipun penggugat I,II,III,IV,V,VI dan VII telah berupaya menghubungi  
dan menemui baik secara langsung maupun dengan perantara sanak 
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keluarga dan pemerintah setempat, dengan maksud para penggugat yakni 
agar tergugat mau dan bersedia membagi-bagi harta obyek sengketa point 
4 dan 5 tersebut  serta memberikan dan meyerahkan kepada penggugat 
I,II,III,IV,V,VI dan VII yang menjadi bagian atau hak para penggugat 
secara musyawarah dan kekeluargaan  dengan baik-baik, akan tetapi 
tergugat tidak mau dan bahkan tergugat tersebut justru marah-marah 
kepada penggugat, sehingga karenanya usaha para penggugat tersebut 
tidak membuahkan hasil. Dengan demikia telah jelas, bahwa tergugat 
adalah sengaja merugikan para penggugat. 
 hal ini lah yang menjadi pemicu sehingga terjadi konflik diantara sesama ahli 
waris yang lain dan melakukan gugatan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. 
2. Bercampurnya antara harta warisan dan harta bersama  
Harta warisan yang ditunda pembagiannya juga bisa mengakibatkan adanya 
pencampuran harta warisan dan harta bersama yang dimiliki oleh pewaris dan ahli 
waris, seperti pada perkara No. 683/pdt.G/2013/ PA.Prg.  
a. Bahwa Hj.Sappe Binti Pairing telah meninggal dunia pada 12 Juli 2012 
karena sakit, namun semasih hidupnya ia Hj. Sappe Binti Pairing telah 
menikah sebanyak 2 (dua) kali yakni : 
b. Hj.Sappe Binti Pairing menikah (kawin) dengan Agus Pribadi Bint Magga 
pada tahun 1991, dalam pernikahan (perkawinan) antara Hj.Sappe Binti 
Pairing dengan suami pertamanya yaitu Agus Pribadi Bin Magga mereka 
(Hj.Sappe Binti Pairing dengan Agus Pribadi Binti Magga) telah 
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dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni Gusmini Binti Agus 
(penggugat I) dan Irma Agus Binti Agus (Penggugat II). 
c. Agus Pribadi Bin Magga (suami pertama I Sappe Binti Pairing) meninggal 
dunia pada tanggal 01 Juni 2004 karena sakit. 
d. Tidak lama setelah suami pertamanya Hj.Sappe Binti Pairing yaitu Agus 
Pribadi Bin Magga meninggal dunia (meninggal dunia), maka pada tahun 
2004 itu pula Hj.Sappe Binti Pairing menikah (kawin) dengan ahmad 
Fister (suami kedua dari Hj.Sappe Binti Pairing). 
e. Dalam pernikahan (perkawinan antara Hj.Sappe Binti Pairing dengan 
suami keduanya (ahmad Fister/tergugat) mereka (Hj.Sappe Binti Pairing 
dengan Ahmad Fister) telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang 
bernama Sardilla Bin Ahmad (Turut Tergugat) 
f. Bahwa Hj.Sappe Binti Pairing tersebut di samping meninggalkan ahli 
waris yaitu 3 (tiga) orang anak dan seorang suami sebagaimana yang 
disebutkan diatas, juga almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing meninggalkan 
harta warisan berupa : 
1) Tanah perumahan berukuran kurang lebih 4 x 4 meter berikut sebuah 
rumah gardu (kios) yang berdiri diatasnya, yang terletak di Cempa, 
Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan 
batas-batas : 
a. Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah obyek sengketa 
No.2.2 
b. Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah La Muntaha  
c. Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Sikkuala-Cempa 
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d. Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj.Timang. 
2.  Tanah perumahan berukuran kurang lebih 4 x 7 meter berikut sebuah 
rumah batu  berlantai 2 (dua) yang berdiri diatasnya, yang terletak di Cempa, 
Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas : 
a. Pada sebelah Utara berbatasan dengan Ex Pasar Lama Cempa 
b. Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah La Muntaha 
c. Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah obyek sengketa 
No.2.1 diatas. 
d. Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj.Timang. 
3. Tanah perumahan seluas kurang leboh 900 M2 (sembilan ratus meter 
persegi), yang terletak di Cempa, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten 
Pinrang, dengan batas-batas : 
a. Pada sebelah Utara berbatasan dengan rumah La emmang dan Mansi 
b. Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan 
c. Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Sikkuala-Cempa 
d. Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah I Bombang 
4. Sebuah rumah batu berlantai 2 (dua) atau bertingkat 2 (dua) berukuran 
kurang lebih 7 x 15 meter, yang berdiri diatas tanah perumahan yang disebutkan pada 
point 2.3 diatas, yang terletak di Cempa, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, 
Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas : 
a. Pada sebelah Utara berbatasan dengan rumah La Emmang dan Mansi 
b. Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan 
c. Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Sikkuala-Cempa 
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d. Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah I Bombang 
5. Uang sejumlah (sebesar) Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yaitu 
berupa Modal Usaha Jual-Beli Barang Campuran atau isi rumah gardu (kios) No.2.1 
dan No.2.2 . 
f. Prabot rumah tangga atau isi rumah NO.2.3 diatas adalah berupa : 
1. 1 (satu) set kursi tamu 
2. 2 (dua) buah rusban kayu dengan kasurnya 
3. 4 (empat) buah lemari pakaian yang terbuat dari kayu 
4. 1 (satu) buah kulkas (lemari Es) merekk 
5. 1 (satu) buah televisi merek 
g. Perhiasan yang terbuat dari emas 23 karat berupa : 
1. 2 (dua) buah kalung emas masing-masing seberat 20 (dua puluh) gram 
2. 2 (dua) buah gelang emas yang masing-masing seberat 10 (sepuluh) 
gram. 
h. satu Unit Sepeda Motor Metic Spin warna merah, dengan No.Polisi DD 
4686 DC 
i. Satu Unit Mobil Toyot Avansa warna biru tua, dengan No.Polisi DP 1224 
DC.  
g. Bahwa harta-harta benda (kekayaan) yang disebutkan pada huruf a, b,c, d, 
e, f, g, h, dan i diatas yang selanjutnya di dalam Gugatan ini disebut 
sebagai harta obyek sengketa atau obyek sengketa huruf a, b, c, d, e, f, g, 
h, dan i 
h. Bahwa harta obyek sengketa yang disebutkan pada huruf a  diatas adalah 
harta bersama (harta gono-gini) antara almarhum Agus Pribadi Bin Magga  
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dengan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairirng,  karena harta tersebut adalah 
diperoleh Agus Pribadi Bin Magga dengan Hj. Sappe Binti Pairing  setelah 
mereka terikat dengan tali ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah antara 
Agus Pribadi Bin Magga dengan Hj. Sappe Binti Pairing tersebut. Oleh 
karena harta obyek sengketa huruf a tersebut adalah dibeli oleh Agus 
Pribadi Bin Magga bersama dengan Hj. Sappe Binti Pairirng dari H. 
Solihin  pada tahun 2003, meskipun Akta Jual-Beli atas obyek sengketa 
huruf a tersebut nanti dibuatkan pada tahun 2006 yaitu setelah Agus 
Pribadi Bin Magga meninggal dunia, sebab tidak lama setelah terjadinya 
transaksi jual-beli atas harta obyek sengketa huruf a tersebut, lalu 
H.Solihin pergi merantau dan nanti H. Solihing kembali dari perantauan 
pada tahun 2006, sehingga nanti pada tahun 2006 itu pula baru Akta Jual-
Beli atas harta obyek sengketa huruf a tersebut diterbitkan dan pada waktu 
itu Agus Pribadi Bin Magga telah meninggal dunia, karena Agus Pribadi 
Bin Magga meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2004. Akan tetapi SPPT 
/ BPP atas obyek sengketa huruf a tersebut adalah masih tetap terdaftar 
atas nama Hj. Sappe Agus sampai sekarang (tahun 2013). 
i. Bahwa harta obyek sengketa huruf c yang berupa tanah perumahan yang 
ditempati berdiri rumah batu permanen yang berlantai 2 (dua) atau 
bertingkat 2 (dua) yaitu rumah batu obyek sengketa huruf d diatas, adalah 
benar dibeli pada tahun 2007 oleh ibu kandung Penggugat I (Gusmini 
Binti Agus), Penggugat II (Irma Agus Binti Agus) dan Tergugat II 
(Sardilla Bin Ahmad yaitu Hj. Sappe Binti Pairing dari Hj. Sanawiah, tapi 
uang yang dipergunakan atau yang dipakai oleh I Sappe Binti Pairing 
79 
 
membeli tanah perumahan obyek sengketa huruf c tersebut adalah uang 
bersama Agus Pribadi Bin Magga dengan I  Sappe Binti Pairing, sehingga 
dengan dengan demikian tanah obyek sengketa huruf c tersebut adalah 
merupakan pula harta bersama (harta gono-gini) antara almarhum. Agus 
Pribadi  Bin Magga dengan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing tersebut 
j. Bahwa demikian pula Perhiasan Emas 23 karat yang disebutkan pada 
huruf g diatas adalah harta bersama (harta gono-gini) antara  almarhumah 
Hj Sappe Binti Pairing dengan almarhum. Agus Pribadi Bin Magga, 
karena 2 (dua) buah kalung Emas 23 karat dan 2 (dua) buah gelang Emas 
23 karat tersebut adalah diperoleh I Sappe Binti Pairing bersama dengan 
almarhum. Agus Pribadi Bin Magga pada waktu Hj. Sappe Binti Pairing 
masih terikat dengan tali ikatan perkawinan yang sah dengan Agus Pribadi 
Bin Magga tersebut. 
k. Bahwa sedangkan harta obyek sengketa huruf b yang berupa tanah 
perumahan berukuran kurang lebih 4 x 7 meter berikut sebuah rumah batu 
berlantai 2 (dua) yang berdiri diatasnya adalah merupakan harta bersama 
(harta gono-gini) antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing  dengan 
Tergugat, karena harta obyek sengketa huruf b tersebut nanti diperoleh 
almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing ketika Hj. Sappe  Binti Pairing terikat 
dengan tali ikatan pernikahan (perkawinan) dengan Tergugat 
l. Bahwa demikian pula obyek sengketa huruf d yaitu berupa sebuah rumah 
batu permanen yang berlantai 2 (dua) atau bertingkat 2 (dua) yang berdiri 
diatas tanah perumahan obyek sengketa huruf b tersebut beserta isinya 
atau prabotnya (obyek sengketa huruf d tersebut) adalah merupakan harta 
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bersama (harta gono-gini) antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing 
dengan Ahmad Fister (Tergugat). Sebab harta-harta obyek sengketa a quo 
dalam hal ini obyek sengketa huruf b dan d tersebut adalah nanti diperoleh 
Hj. Sappe Binti Pairing setelah ia Hj. Sappe Binti Pairing menikah (kawin) 
dengan suami keduanya yaitu Ahmad Fister (Tergugat) tersebut 
m. Bahwa demikian pula obyek sengketa huruf h yaitu berupa 1 (satu) Unit 
Sepeda Motor Metic Spin warna merah, dengan No. Polisi DD 4686 HJ., 
adalah harta bersama (harta gono-gini) antara almarhumah Hj. Sappe Binti 
Pairing dengan Tergugat, karena 1 (satu) Unit Sepeda Motor Metic Spin 
tersebut dibeli Hj. Sappe Binti Pairing  setelah ia Hj. Sappe  Binti Pairing  
menikah (kawin) dengan Tergugat tersebut 
n. Bahwa obyek sengketa huruf i yaitu berupa 1 (satu) Uniti Mobil Toyota 
Avansa dengan No. Polisi DP 1224 DC adalah juga harta bersama antara 
almarhumah Hj. Sappe Binti Pairirng dengan Tergugat, meskipun 1 (satu) 
Mobil Toyota Avansa dengan No. Polisi DP 1224 DC tersebut nanti dibeli 
oleh Tergugat setelah Hj. Sappe Binti Pairing meninggal dunia, namun 
karena uang yang dipakai oleh Tergugat membeli obyek sengketa huruf i 
tersebut adalah uang hasil penjual 1 (satu) Unit Mobil Pik Cup merek 
Suzuky Fitura warna Hitam milik almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing 
yang dijual oleh Tergugat setelah Hj. Sappe  Binti Pairing meninggal 
dunia ditambah dengan uang simpanan almarhumah Hj. Sappe Binti 
Pairing yang dipergunakan oleh Tergugat membeli obyek sengketa huruf i 
tersebut. Dengan demikian obyek sengketa huruf i tersebut adalah 
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merupakan pula sebagai harta bersama (harta gono-gini) antara 
almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan Tergugat tersebut. 
o. Bahwa sedangkan harta obyek sengketa huruf e yaitu modal usaha yang 
berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), di mana 
obyek sengketa huruf e tersebut adalah sebagian atau 50 % dan/atau 
sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah merupakan 
harta bersama antara almarhum. Agus Pribadi Bin Magga dengan 
almarhumah HJ. Sappe Binti Pairing dan separuhnya lagi yaitu       50 % 
atau sebesatr Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah 
merupakan harta bersama antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing 
dengan Tergugat.  
p. Bahwa harta-harta obyek sengketa yang merupakan harta bersama (harta 
gono-gini) antara almarhum. Agus Pribadi Bin Magga dengan  
almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing yaitu harta obyek sengketa huruf a, c 
dan g adalah belum pernah dibagi antara almarhum. Agus Pribadi Bin 
Magga dengan almarhumah Hj. Sappe  Binti Pairing , demikian pula 
obyek sengketa huruf a, c dan g tersebut adalah belum pernah dibagi waris 
kepada segenap ahli waris almarhum Agus Pribadi  Bin Magga dan 
almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing tersebut. 
q. Bahwa demikian pula harta-harta obyek sengketa yang merupakan harta 
bersama (harta gono-gini) antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing 
dengan Tergugar yaitu harta obyek sengketa huruf b, d, f, g, h dan i adalah 
belum pernah dibagi antara almarhumah Hj. Sappe  Binti Pairing dengan 
Tergugat, demikian pula harta obyek sengketa huruf b, d, f, g, h dan i 
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tersebut adalah belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris sah 
dari almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing tersebut 
r. Bahwa harta obyek sengketa huruf e yaitu modal usaha yang berupa uang 
sejumlah/sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) baik yang 
merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara almarhum. Agus 
Pribadi Bin Magga dengan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing  adalah 
belum pernah dibagi antara almarhum Agus Pribadi Bin Magga  dengan  
almarhumah Hj. Sappe  Binti Pairing demikian pula harta obyek sengketa 
tersebut adalah belum parnah dibagi waris kepada segenap ahli waris sah 
dari almarhum Agus Pribadi Bin Magga dengan almarhumah Hj. Sappe 
Binti Pairing, maupun yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) 
antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan Tergugat adalah belum 
pernah dibagi kepada almarhumah Hj. SappeBinti Pairing dengan 
Tergugat, demikian pula harta obyek sengketa tersebut adalah belum 
parnah dibagi waris kepada segenap ahli waris sah dari almarhumah Hj. 
Sappe Binti Pairing tersebut.  
s. Bahwa harta-harta obyek sengketa tersebut yaitu baik yang merupakan 
harta bersama (harta gono-gini) antara almarhum. Agus Pribadi Bin 
Magga dengan almarhumah Hj.Sappe Binti Pairing maupun yang 
merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara almarhumah Hj. Sappe 
Binti Pairing dengan Tergugat adalah belum pernah ada yang dibagi baik 
antara almarhum. Agus Pribadi Bin Magga dengan almarhumah Hj. Sappe 
Binti Pairing, maupun antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan 
Tergugat, demikian pula belum ada yang dibagi waris kepada segenap ahli 
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waris sah dari almarhum Agus Pribadi Bin Magga (menjadi bagiannya) 
dan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing tersebut. Namun keseluruhan 
harta obyek sengketa tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat, meskipun 
Penggugat I dan II telah beberapa kali menghubungi dan menemui 
Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak 
keluarga, dengan maksud Penggugat-Penggugat tersebut yakni agar 
Tergugat bersedia dan mau membagi dan menyerahkan bagian atau hak 
Penggugat-Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum Agus Pribadi 
Bin Magga dan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing tersebut kepada Para 
Penggugat yang menjadi bagian atau hak Penggugat dari almarhum. Agus 
Pribad Bin Magga dan almarhumah Hj. Sappe  Binti Pairing tersebut atas 
harta obyek sengketa huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i tersebut secara 
musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik. Namun maksud baik 
Penggugat I dan II tersebut adalah ditanggapi secara tidak wajar oleh 
Tergugat dan bahkan Tergugat marah-marah kepada Para Penggugat. 
Sehingga upaya Penggugat I dan II tidak membuahkan hasil. 
3. Berubahnya status harta Warisan menjadi harta milik pribadi oleh 
salah satu pihak. 
Perubahan status dari harta warisan menjadi harta milik ini dapat terjadi akibat 
adanya penundaan pembagian harta warisan yang cukup lama, sehingga salah satu 
pihak dari ahli waris menguasai harta warisan dan dapat menjadikannya sebagai harta 
milik pribadiatas dirinya.  
Seperti pada perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B 
dengan perkara Nomor 081/pdt.G/2013/PA.Prg.  
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a. Bahwa Ummarang Bin Manju telah meninggal dunia pada tanggal 26 
Oktober 2011 di Dusun/Kampung Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro 
Sompe, Kabupaten Pinrang, karena sakit (terlampir foto copy Surat Keterangan 
Kematian). Namun semasa hidupnya Ummarang Bin Manju telah menikah (kawin) 
dengan Indo Tang Binti Lasadda pada tahun 1957, yang mana isteri Ummarang Bin 
Manju yaitu Indo Tang Binti Lasadda tersebut adalah telah meninggal dunia pada 
tannggal 09 Nopember 2007 di Dusun/Kampung Sekkang, Desa Massulowalie, 
Kecamatan Mattiro sompe, Kabupaten Pinrang, karena sakit (terlampir foto copy 
Surat Keterangan Kematian). Dengan demikian Indo Tang Binti Lasadda lebih dahulu 
meninggal dunia dari pada suaminya (Ummarang Bin Manju), karena Indo Tang 
Binti Lasadda meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2007, sedangkan 
Ummarang Bin Manju meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2011. 
b. Bahwa semasa hidupnya Ummarang Bin Manju dengan isterinya yaitu Indo 
Tang Binti Lasadda mereka (Ummarang Bin Manju dengan Indo Tang Binti Lasadda) 
telah dikaruniai sebanyak 6 (enam) orang anak kandung yaitu masing-masing 
bernama : 
1. Rasa Binti Ummarang (Tergugat I) 
2. I Mande Binti Ummarang (Penggugat I) 
3. Abd. Malik Bin Ummarang (Penggugat II)  
4. Hadijah Binti Ummarang (Penggugat III) 
5. Ridwan Bin Ummarang (Penggugat IV) 




c. Bahwa almarhum Ummarang Bin Manju di samping meninggalkan 6 
(enam) orang anak sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum. Ummarang Bin 
Manju sebagaimana yang disebutkan pada Nomor : 2 (dua) point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5 dan 2.6 diatas, juga almarhum Ummarang Bin Manju meninggalkan harta warisan 
berupa: 
d. Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are (0,30 Ha) yang terletak di 
Dusun/Kampung Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, 
Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut : 
1) Pada sebelah Utara terdapat kebun H. Muhammad 
2) Pada sebelah Timur terdapat kebun Ummarang 
3) Pada sebelah Selatan terdapat saluran pembuangan air. 
4) Pada sebelah Barat terdapat sawah Sumiati. 
e. Tanah kebun seluas kurang lebih 70 are (0,70 Ha) yang terletak di 
Dusun/Kampung Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, 
Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut : 
1) Pada sebelah Utara terdapat kebun Labasira dan Sumiati 
2) Pada sebelah Timur terdapat Pamrud (Jalanan Tani) 
3) Pada sebelah Selatan terdapat sawah Lajumalla 
4) Pada sebelah Barat terdapat kebun H. Muhammad dan Lajanin.  
f. Bahwa harta warisan yang diuraikan pada bagian No.3 (tiga) huruf a dan b 
diatas yang selanjutnya dalam Surat Gugatan kewarisan ini  disebut sebagai tanah 
obyek sengketa huruf a dan b atau harta obyek sengketa a dan b.Bahwa tanah obyek 
sengketa huruf a dan b tersebut adalah merupakan harta bawaan atau barang asal dari 
Ummarang Bin Manju. Oleh karena harta obyek sengketa huruf a dan huruf b tersebut 
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adalah diperoleh Ummarang Bin Manju sebagai warisan dari orang tuanya yaitu ayahnya 
yang bernama almarhum. Manju. 
g. Bahwa tanah obyek sengketa huruf a dan huruf b tersebut adalah belum 
pernah dibagi waris secara sah menurut Hukum Kewarisan Islam (Hukkum Faraid) 
kepada para ahli waris sah dari almarhum Ummarang Bin Manju tersebut. 
h. Bahwa pada waktu masih hidupnya Indo Tang Binti Lasadda di mana 
kedua tanah obyek sengketa tersebut dalam hal ini tanah obyek sengketa huruf a dan 
huruf b adalah dikuasai dan dikelola atau digarap oleh Ummarang Bin Manju yaitu 
ayah/Bapak kandung Para Penggugat dan Para Tergugat sampai dengan tahun 2008. 
Namun pada tahun 2009, karena ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat 
yaitu Ummarang Bin Manju tersebut sakit-sakitan, maka tanah obyek sengketa huruf 
a dan huruf b adalah digarap dan dikelola oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat 
II. 
i. Bahwa setelah Ummarang Bin Manju meninggal dunia, maka tanah obyek 
sengketa huruf a dan huruf b tersebut adalah dikuasai dan digarap atau dikelola terus 
oleh tergugat-tergugat tersebut sampai sekarang. 
j. Bahwa, oleh karena Penggugat I, II, III dan IV juga sebagai ahli waris sah 
dari almarhum. Ummarang Bin Manju tersebut karenanya kami penggugat-penggugat 
telah beberapa kali menghubungi dan menemui secara langsung Tergugat I dan II 
dengan mengajak berbicara dan bermusyawarah dengan baik-baik dan kekeluargaan 
dengannya, supaya para tergugat bersedia dan mau membagi harta warisan 
almarhum.Ummarang Bin Manju dalam hal ini tanah obyek sengketa huruf a dan 
huruf b tersebut. Namun maksud baik kami penggugat -penggugat tersebut adalah 
ditanggapi secara tidak layak oleh tergugat I dan II dengan berbagai macam dalih dan 
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dalil yang tidak masuk akal, dan bahkan tergugat-tergugat tersebut marah-marah 
kepada kami para penggugat. 
K. Bahwa meskipun demikian penggugat-penggugat adalah tetap bersabar dan 
kami para penggugat sangat menginginkan agar persoalan harta warisan ini 
diselesaikan secara musyawarah dengan baik-baik dan kekeluargaan, karenanya 
Penggugat I, II, III dan IV telah berupaya menghubungi dan menemui tergugat-
tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga dan 
Pemerintah setempat (Kepala Desa), dengan maksud para penggugat yakni agar 
tergugat-tergugat mau dan bersedia membagi-bagi harta warisan tersebut. Namun 
maksud baik kami Penggugat I, II, III dan IV tersebut adalah tetap ditanggapi secara 
tidak layak oleh Para Tergugat, dan bahkan Para Tergugat marah-marah kepada kami 
Penggugat I, II, III dan IV seraya tergugat-tergugat mengatakan kepada kami 
penggugat-penggugat bahwa silahkan penggugat-penggugat mencari jalan ke mana 
saja tergugat-tergugat akan ikut, dan atau menggugatnya saja sekalian lewat 
Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang. 
l. .Bahwa dari apa yang diuraikan pada bagian No.10 posita gugatan ini diatas, 
maka dapatlah dikatakan bahwa sudah tidak ada lagi harapan untuk menyelesaikan 
persoalan ini di luar proses peradilan, karenanya Para Penggugat mendaftarkannya 
perkara (gugatan) ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, dengan 
harapan semoga Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang dapat memeriksa, mengadili, 
memutuskan dan menyelesaikannya secara benar dan adil sesuai dengan hukum yang 
berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama. 
m. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah harta warisan 
dari almarhum Ummarang Bin Manju yang belum pernah dibagi waris secara sah 
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(sebagaimana yang disinggung pada No.6 posita gugatan ini diatas), karenanya 
adalah wajar dan patut bilamana Penggugat I, II, III dan IV meminta dan memohon 
kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, agar 
segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) tergugat-tergugat 
apakah itu berupa Akta Jual-Beli ataukah Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau 
pun surat-surat lainnya baik atas nama tergugat-tergugat atau atas nama orang lain 
yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta obyek sengketa tersebut 
adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat 
kepada penggugat-penggugat. 
4. Memerlukan Biaya yang cukup Banyak dalam Kasus penyelesaiannya 
secara litigasi. 
Penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan secara litigasi itu 
memerlukan banyak biaya, mulai dari proses pendaftaran perkara hingga pelaksanaan 
putusan yang diputuskan oleh hakim, apalagi jika ada pihak-pihak yang merasa tidak 
puas dan melakukan upaya hukum banding dan kasasi, ini lebih banyak lagi 
memerlukan biaya dan banyak waktu untuk proses nya, 
Seperti pada perkara Nomor 35/pdt.G/2012/PA. Prg. Pada tingkat pertama 
memerlukan biaya sebesar Rp. 1.891.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan 
Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan perincian biaya: 
Pendaftaran    : Rp 30.000,- 
Proses    : Rp 50.000,- 
Panggilan   : Rp 150.000,- 
Pemeriksaan Setempat : Rp 1.650.000,- 
Redaksi   : Rp 5000,- 
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Materai   : Rp 6000,- 
 Jumlah    : Rp 1.891.000,- 
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap kasus Penundaan Pembagian Harta 
Warisan. 
Proses pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam merupakan satu paket 
dengan penyelesaian biaya prosesi kematian, penyelesaian wasiat, hibah, hutang-
hutang, dan lain sebagainya yang harus diperhitungkan dari jumlah harta peninggalan 
pewaris, oleh karena itu, asas kematian itu seyogyanya diartikan penyelesaian 
pembagian kewarisan sesegera mungkin dilaksanakan setelah acara ritual kematian 
selesai, upaya penyelesaian hutang-hutang termaksud persoalan yang harus 
disegerakan. Nabi saw, memperingatkan, bahwa jiwa (ruh) manusia masih tergadai 
dengan hutang-hutang yang belum diselesaikan sehingga hutangnya itu diselesaikan 
oleh ahli warisnya (H.R. Muslim), oleh karena penyelesaian hutang piutang harus 
disegerakan pula, memang didalam hukum kewarisan Islam tidak dijeskan secara 
tegas berapa lama interpal waktu penyelesaian harta peninggalan  dengan kematian 
sipewaris. Akan tetapi, Al-Qur’an telah secara rinci menentukan bagian masing-
masing ahli waris jika telah ada seseorang yang telah meninggal dunia dan 
meninggalkan harta peninggalan, sesaat setelah ada kematian maka secara serta merta 
menimbulkan hak waris bagi sekalian ahli warisnya, dan masing-masing secara 
normatif telah dapat mengetahui besaran hak bagian yang menjadi miliknya. Oleh 
karena itu, salah seorang yang menguasai harta warisan yang belum dibagikan kepada 
ahli warisnya, sama dengan menggenggam hak milik orang lain yang melekat 
tanggung jawab dunia akhirat, dikutip dalam sebuah hadist 
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 َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله َّىلَص ِالله لْوُسَر َل َاق اَمُه ْ نَع الله َيِض َر ٍس اَّبَع ِنْبا ْنَع : َِأب َضِئا َرَفَْلاا ْوُِقْلَْأ
اَهِلْى , ٍر َ  َ  ٍ ُ َر  َ ْو َ ِ َوُه َ  َيَِقب اَم َ (يراخبلا هاور) 
 
Artinya:  
Berikanlah Faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan 
selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.  
Dalam sabda Rasulullah saw, tersebut ada perintah untuk menyegerakan 
pembagian harta warisan yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris atau siapapun 
kepada seluruh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.  
Penundaan ini tidak ada nas secara tegas melarangnya namun mengakibatkan 
dikesampingkanya nas yang pasti dari syariat. Dalam hukum kewarisan Islam ketika 
terjadi kematian maka harta yang ditinggalkan secara otomatis akan berpindah 
kepada ahli waris. Praktik penangguhan ini apabila dilihat dengan asas kewarisan 
Islam yaitu asas ijbari,  maka praktik ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki 
hukum kewarisan Islam yang menghendaki pembagian harta warisan segera setelah 
terjadi kematian. 
Disinilah letak keistimewaan sistem hukum kewarisan Islam dimana dengan 
asas kewarisan akibat kematian ini maka sesaat setelah prosesi pemakaman suatu 
kematian seseorang , terbukalah hak pembagian harta warisan bagi setiap ahli waris 
atas harta peninggalan pewaris. Pada saat itu hubungan emosional silatuhrahim para 
ahli waris masih sehat, obyek harta waris pun masih jelas jumlahnya, jelas yang 
menguasainya, dan belum ada pihak yang dirasakan telah banyak mengambil bunga 
keuntungan dari harta warisan tersebut, situasi seperti itu dapat mendorong 
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penyelesaian pembagian harta warisan secara damai penuh kekeluargaan, sehingga 
pintu timbulnya pertengkaran dan perselisihan  yang akan mengurangi tali kasih 
saying dapat diminimalisir. 
D. Cara Penyelesaian Kasus Sengketa Kewarisan yang Telah Tertunda 
Menurut Hukum Islam. 
1. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
dan Kompilasi Hukum Islam 
Penyelesaian kasus penundaan pembagian harta warisan yang terjadi yaitu 
melalui proses litigasi, yaitu melalui lembaga Peradilan Agama yang memiliki 
kewenangan relative dalam menyelesaikan kasus Mal Waris, sebagaimana dalam 
undang-undang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 
2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 




Terhitung sejak tahun 1991, berdasarkan instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, bangsa Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) yang secara de facto maupun de jure menjadi pegangan utama umumnya 
para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan  sengketa 
hukum kewarisan yang diajukan oleh para pencari  keadilan.  
Buku II kompilasi Hukum Islam, yang memuat tentang hukum kewarisan 
Islam, ini terdiri atas IV Bab dan 44 pasal, yakni mulai  pasal 171 sampai pasal 214. 
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Buku II KHI pada dasarnya mengatur ihwal ketentuan umum (Bab I Pasal 171), ahli 
waris (Bab II Pasal 172-175), besarnya bagian masing-masing ahli waris, (Bab III 
Pasal 176-191),  aul dan rad (Bab IV Pasal 192-193), wasiat (Bab V Pasal 194-209), 
dan Hibah (Bab VI Pasal 210-214). 
Setelah melakukan pengajian dengan seksama tentang hukum kewarisan Islam 
yang diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam, dapat dikemukan bahwa KHI 
merupakan rujukan utama dalam menyelesaikan kasus Mal Waris yang ada di 
Pengadilan Agama. 
Penyelesaian Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan yang terjadi dalam 
proses penyelesaiannya haruslah merujuk dan memperhatikan aturan yang berlaku 
dalam Kompilasi Hukum Islam sebagi sumber Hukum yang di gunakan dalam 
penyelesaian setiap sengketa yang ada di Pengadilan Agama, termaksud kasus 
sengketa Mal Waris yang terjadi. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal ada empat yang menjadi perbedaan 
inti dari fikih mawaris yaitu: 1. Adanya harta bersama, 2 Bagian ayah seperenam 
apabila memiliki anak
106
, 3 adanya Ahli waris pengganti 4 adanya Wasiatul Wajibah. 
Hal ini yang harus diperhatikan dalam penyelesaian kasus sengketa kewarisan yang 
tertunda oleh Hakim di Pengadilan Agama.  
Proses penyelesaian sengketa kewarisan yaitu pertama Hakim Haruslah 
memperhatikan lokasi dimana terjadinya sengketa, sebab apabila lokasi terjadinya 
konflik tersebut tidak masuk dalam wilayah Pengadilan tersebut bertempat maka, 
perkara tersebut haruslah di tolak, karena tidak sesuai dengan kompetensi relative 
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pengadilan tersebut, kemudian setelah melihat kompetensi relative maka haruslah 
diperiksa bahwa apakah betul perkara yang diajukan oleh penggugat memang betul 
adalah sengketa kewarisan atau bukan, setelah itu dilihat apakah yang melakukan  
gugatan di Pengadilan Agama tersebut adalah orang yang berhak atau bukan sebab 
apabila yang melakukan gugatan adalah orang yang tidak ada kaitannya maka 
gugatan tersebut dapat ditolak oleh pengadilan.  
 Kemudian langkah berikutnya yang dilakukan oleh Hakim adalah memeriksa 
gugatan yang diajukan, menentukan harta warisan yan dibagi, kemudian menetukan 
ahli waris, menetapkan jumlah bagian-bagian ahli waris dan terakhir ialah 
membagikan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi 
Hukum Islam.  
 Setelah Hakim melaksanakan semua proses tersebut maka setiap ahli waris 
yang berhak memperoleh bagian harta warisan wajib untuk tunduk dan melaksanakan 
isi putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam putusannya, sebab 
putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta menghukum pihak yang 
kalah dalam persidangan untuk membayar biaya perkara yang dipergunakan selama 
proses persidangan  
2.Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang 
bersama bapak ketua Pengadilan Agama, Bapak Drs. H. Pandi, SH,MH mengatakan 
bahwa” 
“Penyelesaian sengketa kewarisan karena adanya penundaan memang 
sebaiknya dilakukan di Pengadilan Agama, sebab apa yang telah diputuskan di 
Pengadilan dalam persidangan itu akan mengikat semua pihak dan dituntut agar 
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dilaksanakan, setuju ataupun tidak disetujui oleh salah satu pihak, tetap harus 
dilaksanakan, akan tetapi di Pengadilan Agama, sebelum dilaksanakan proses 
persidangan, maka terlebih dahulu diadakan mediasi untuk mengetahui apa yang 
sebenarnya diinginkan oleh masing-masing pihak, agar tercapai perdamaian diantara 
para pihak,  
Selain itu penyelesaian kasus sengketa kewarisan apabila para pihak setuju 
dan mau melaksanakan sesuai dengan kesepakatan maka penyelesaian sengketa tidak 
mesti sesuai dengan ketentuan 2:1, bisa saja berbeda, sebab para pihak setuju dan 
sepakat untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan apa yang telah 
disepakati diawal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.  
Hal ini dilakukan sebab masih banyak masyarakat yang memandang bahwa 
apa bila seorang anak yang telah ditinggal mati oleh orangtuanya dan telah dibagikan 
warisan sesuai yang diinginkan oleh orang tua, namun anak tidak ingin 
melaksanakannya dan menuntut harta sesuai dengan keinginannya, maka mereka 
akan dianggap oleh masyarakat sebagai anak yang durhaka dan tidak menghargai 
keputusan orang tua, walaupun jika dilihat dari sisi hukum hal ini menyalahi apa yang 
telah ditentukan didalam Al-Qur’an dan Hadis, akan tetapi jika hal ini dapat 
mencegah terjadinya konflik diantara sesama ahli waris, maka hal ini dipandang jauh 
lebih baik dari pada harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum namun 
menyisahkan permusuhan diantara sesama ahli waris, karena keadilan itu tidak 
dipandang bedasarkan pembagian yang sama rata, akan tetapi memberikan sesuai 
dengan kebutuhan dan kegunaannya. Keadilan itu bukan dilihat dari satu sisi, akan 
tetapi keadilan itu adalah apa yang diterimah oleh masyarakat tanpa adanya 
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perselisihan, meskipun dari segi kuantitas berbeda akan tetapi dapat diterima, maka 
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi hingga berTahun-Tahun 
lamanya itu bisa menimbulkan perselisihan diantara sesama ahli waris dan 
menyebabkan merenggannya tali persaudaraan diantara mereka. Agama Islam tidak 
mengajarkan tentang perpecahan diantara sesama muslim, justru Islam sangat 
menganjurkan untuk saling menyayangi dan menghargai sesama saudara, maka dari 
itu sangatlah penting untuk sesegera mungkin membagi harta warisan apabila telah 
selesai pengurusan Jenazah, guna menghindari konflik yang dapat timbul dikemudian 
hari. 
2. Dalam Hukum Islam diperintahkan agar sesegera mungkin untuk 
membagikan harta Peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, sebab di jelaskan 
dalam Hadis bahwa apabila seseorang yang telah meninggal dunia maka hanya ada 
tiga hal yang yang turut serta mengantar si mayit ketika dibawah ke kuburnya, tetapi  
dua macam kembali dan yang tetap hanya satu macam, dua macam yang kembali 
yaitu keluarga dan harta bendanya dan yang tetap mengikutinya adalah amal ibadanya 
(H.R. Bukhari dan Muslim), Meskipun demikian bukan berarti  hanya amalan semasa 
hidupnya saja yang ia bawa, akan tetapi ia masih bisa memperoleh amalan dari amal 
jariah, salah satu hal yang dapat memberikan amal jariyah yaitu meninggalkan harta 
yang dapat dipergunakan oleh ahli warisnya dalam berbuat amalan shaleh. Untuk 
melaksanakan amalan shaleh tersebut maka diperlukan harta untuk menunjang 
perbuatannya agar dapat bersedekah dan membantu sesama yang membutuhkan, oleh 
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karenanya perlu dibagikan harta tersebut agar supaya segala tujuan yang baik yang 
ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. 
Agama Islam itu tidak mengenal yang dinamakan sistem kewarisan kolektif 
atau kepemilikan secara bersama, sebab masing-masing ahli waris memiliki 
bagiannya masing-masing, dan bagian-bagian tersebut telah ditetapkan secara tegas 
didalam Al-Qur’an dan Hadis, sehingga tidak satu orang pun yang dapat menguasai 
atau memiliki harta warisan secara pribadi atau bersama. 
Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi hingga bertahun-tahun 
lamanya itu bisa menimbulkan perselisihan diantara sesama ahli waris dan 
menyebabkan merenggannya tali persaudaraan diantara mereka. Agama Islam tidak 
mengajarkan tentang perpecahan diantara sesama muslim, justru Islam sangat 
menganjurkan untuk saling menyayangi dan menghargai sesama saudara, maka dari 
itu sangatlah penting untuk sesegera mungkin membagi harta warisan apabila telah 
selesai pengurusan Jenazah, guna menghindari konflik yang dapat timbul dikemudian 
hari. 
3. Cara penyelesaian Kasus Penundaan Pembagian harta warisan yaitu 
berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, sebagaimana diketahui bahwa diIndonesia 
Hukum-Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis telah disesuaikan 
dengan kondisi masyarakat Indonesia, agar supaya dapat diterima ditengah-tengah 
masyarakat maka telah dileburkan menjadi sebuah Kompilasi Hukum Islam yang 
merupakan sumber Hukum yang dipergunakan sebagai landasan dalam memutuskan 
setiap perkara yang ada di Pengadilan Agama oleh Hakim Pengadilan Agama 
Pengadilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 Pasal 49 tentang kekuasaan pengadilan ayat 1 dan 3 “ Pasal 1 Pengadilan 
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Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-
perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: 
a. Perkawinan; 
b. Kewarisan,Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam; 
c. Wakaf dan Shadaqah. 
Undang-undang Nomor 7 Pasal 49 ayat 3 “ Bidang Kewarisan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, 
penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris 
dan melaksanankan pembagian harta peninggalan tersebut. 
Penyelesaian kasus sengketa kewarisan dapat juga dilaksan
1
akan berdasarkan 
kesepakatan para pihak, meskipun cara penyelesaiannya tidak sesuai dengan hukum 
yang berlaku di Pengadilan Agama, akan tetapi jika kesepakatan tersebut menemukan 
titik perdamaian maka hal itu jauh lebih baik dari pada harus menyelesaikan kasus 
sengketa tersebut melalui proses persidagan yang memerluka waktu dan biaya yang 
tidak sedikit, maka hakim Pengadilan Agama cukup menetapkan apa saja yang 
menjadi kesepakatan para pihak dalam sebuah akta perdamaian.  
B.  Implikasi  
Setelah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan “Dampak Penundaan 
Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga”, maka implikasi 
penelitian adalah: 
1.Diharapkan agar supaya pembagian harta warisan ditengah-tengah 
masyarakat lebih merujuk kepada Hukum Islam, agar tidak terjadi konflik sebab 
Hukum Islam itu berasal dari Al-Qur’an dan Hadis, sebagaimana diketahui bahwa 





tidak ada keraguan di dalam Al-Qur’an dalam menyelesaikan setiap permasalahan 
diantara sesama manusia.  
2. Setelah dilakukan penelitian di Pengadilan Agama dan dapat dilihat bahwa 
banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya penundaan pembagian 
harta warisan, maka dari itu diharapkan agar supaya penelitian yang dilakukan ini 
dapat menjadi cerminan bagi masyarakat agar supaya sesegera mungkin membagi 
harta warisan apabila telah selesai dilaksanakan pengurusan jenazah. Hal ini 
diharapkan agar supaya mencegah terjadinya konflik dikemudian hari antara sesama 
ahli waris. 
3. Semoga penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat dan membantu 
masyarakat dalam mengenali bagaimana sebenarnya Hukum Islam itu dan terkhusus 
bagaimana penyelesaian masalah kewarisan yang timbul ditengah-tengah masyarakat, 
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